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ABSTRAK
Nama : Akbar
NIM : 10100111007
Judul : Problematika Upaya Mendamaikan Para Pihak Dalam Proses Mediasi Yang
Diwakili Oleh Kuasa Hukum (Studi Kasus Pengacara di YLBH Makassar)
Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana problematika upaya
mendamaikan para pihak dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum di
YLBH Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa
submasalah, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme proses mediasi yang diwakili oleh
kuasa hukum di YLBH Makassar?, dan 2) Apa kendala yang dihadapi para kuasa
hukum di YLBH Makassar dalam proses mediasi?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data
penelitian ini adalah Direktur Utama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH)
Makassar dan advokat aktif lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang
digunakan terbagi dalam dua bagian, yaitu: 1) studi kepustakaan dengan cara
menelusuri beberapa buku referensi, dan 2) studi lapangan dengan melalui observasi
partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis
data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang terkait dengan
proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum kemudian menganalisis data
tersebut agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala atau
hambatan yang dihadapi para kuasa hukum dalam melaksanakan tugasnya mewakili
klien dalam proses mediasi. Sedikitnya ada lima (5) hal yang menjadi problematika
seorang kuasa hukum dalam mewakili kliennya, yaitu: 1) Pesanan dari kliennya
sendiri, 2) Penunjukan mediator yang susah, 3) Penentuan waktu dan tempat yang
tidak intensif, 4) Kurangnya komitmen dari para pihak untuk berdamai, dan 5)
Seringnya klien menyembunyikan informasi yang sebenarnya (berbohong).
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Antara klien dengan kuasa hukumnya
harus terjalin interaksi yang konkret dan bermakna, sebab hal ini berkaitan dengan
kepuasan yang akan dirasakan baik klien maupun kuasa hukum sendiri. 2) Penelitian
ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi oleh para praktisi hukum khususnya para
advokat dalam melaksanakan tugasnya menegakkan supremasi hukum sebagaimana
mestinya sehingga para pihak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak dahulu sudah menjadi prinsip dasar manusia yang selalu menghendaki
kehidupan yang damai dan tenteram dalam hidup mereka.1 Tidak seorangpun yang
menghendaki terjadinya sengketa, apapun dan bagaimanapun bentuk dan macamnya.
Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa sengketa, bagaimanapun
kerasnya usaha seseorang dalam menghindarinya, pasti akan tetap selalu muncul.
Hal ini juga didasari bahwa manusia adalah makhluk ekonomis yang selalu dan tidak
bisa lepas dari interaksi antar sesama sehingga dalam kehidupan bermasyarakat baik
sadar maupun tidak sadar akan menimbulkan pergesekan-pergesekan dan
ketersinggungan ketika proses interaksi itu berlangsung.
Suatu perkara yang terjadi di antara manusia harus secepatnya diselesaikan
agar tidak berlarut-larut berkepanjangan dan tidak sampai memutuskan tali
silaturrahim antar sesama karena Allah swt sangat membenci hamba-Nya yang suka
memutuskan tali silaturrahimnya. Perlu disadari bahwa pada dasarnya antara muslim
yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara.
Allah swt berfirman dalam QS Al-Hujurat/49: 10
 ْﻳَﻮَﺧَأ َْﲔَﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻَﺄَﻓ ٌةَﻮْﺧِإ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﺎ ﱠﳕِإ ْﻢُﻜ ـﱠﺗاَو َﱠ ا اﻮُﻘ َُﲪْﺮُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َنﻮ)۱۰(
1Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Cet; III. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2003), h. 27.
2Terjemahnya:
orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.2
Dalam menyelesaikan perkara, khususnya berdasarkan hukum positif, para
pihak dapat menempuhnya dengan jalan litigasi3 atau non-litigasi4 dan biasanya
dapat didampingi oleh kuasa hukum. Penyelesaian sengketa yang tidak melalui
pengadilan biasa disebut alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa
alternatif. Alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa alternatif ini
terdiri atas beberapa macam, yaitu: konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.5
Salah satu bentuk penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi sebagaimana
yang disebutkan sebelumnya adalah mediasi. Usaha untuk perdamaian (melalui
mekanisme mediasi) dalam penyelesaian konflik merupakan suatu kewajiban bagi
setiap manusia. Hal ini banyak diterangkan dalam al-Qur’an. Allah swt berfirman
dalam QS Al-Hujurat/49: 9
 َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ِنﺎَﺘَِﻔﺋَﺎﻃ ْنِإَو ُﺤِﻠْﺻَﺄَﻓ اﻮُﻠَـﺘَـﺘ ْـﻗا ـَﺑ اﻮ ُﻬَـﻨ ْـﻴ ْنَِﺈﻓ ﺎَﻤ ـَﺑ َﻠَﻋ َﺎُﳘاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻐ اﻮُِﻠﺗﺎَﻘَـﻓ ىَﺮْﺧﻷا ﻰ
 َﻓ ْنَِﺈﻓ ِﱠ ا ِﺮَْﻣأ َﱃِإ َءﻲِﻔَﺗ ﱠﱴَﺣ ﻲِﻐْﺒَـﺗ ِﱵﱠﻟا ْتَءﺎ َﺄَﻓ ـْﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻ َو ِلْﺪَﻌْﻟ ِ  ﺎَﻤُﻬَـﻨ ﱡﺐُِﳛ َﱠ ا ﱠنِإ اُﻮﻄِﺴَْﻗأ
 َﲔِﻄِﺴْﻘُﻤْﻟا)۹(
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazed, 2009), h. 744.
3Litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur pengadilan dengan
menggunakan pendekatan hukum.
4Non-litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur di luar pengadilan.
Non-litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Jalur
ini memiliki beberapa bentuk, yakni: Negosiasi, mediasi dan arbitrasi.
5Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitras (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),
h. 11.
3Terjemahnya:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut,
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku
adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.6
Ayat di atas berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara kaum
Mukminin. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan
dengan pertengkaran yang mengakibatakan perkelahian dengan menggunakan alas
kaki antara suku Aus dan Khazraj.7 Pertengkaran tersebut dimulai ketika keledai
yang dikendarai Rasulullah saw. buang air di jalan tepat di mana ‘Abdulla>h ibn Ubay
ibn Salu>l sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Dengan seketika
‘Abdulla>h ibn Ubay ibn Salu>l berteriak dengan memerintahkan Rasulullah saw.
untuk melepaskan keledainya. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, ‘Abdulla>h
ibn Rawa>hah ra. menegur ‘Abdulla>h ibn Ubay ibn Salu>l sambil berkata: “Demi
Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu.” Tidak lama
berselang, terjadilah pertengkaran yang mengundang kaum masing-masing (HR.
Bukha>ri dan Muslim melalui Anas Ibn Ma>lik). Namun demikian, ada beberapa
riwayat lain yang menyatakan bahwa perkelahian terjadi disebabkan percekcokan
antara dua pasang suami istri yang kemudian melibatkan kaum masing-masing.
Esensi dari ayat ini adalah mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam
penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga.8
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 744.
7M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. VIII;
Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 246.
8Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 138.
4Bagi masyarakat yang berperkara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan
hukum dari kuasa hukum atau dalam hal ini advokat. Hal ini untuk membantu
dalam hal menjaga tegaknya supremasi hukum khususnya di negara ini bagi mereka
yang buta akan hukum dan tidak mengetahui atau menguasai mekanisme jalannya
persidangan.
Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi oleh
seorang pengacara akan berbeda aplikasi hukumnya apabila dijatuhkan kepada
pihak-pihak yang didampingi dan/atau diwakili oleh seorang pengacara, karena
putusan tersebut akan dikaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi
pendapat hukum (yurisprudensi).9 Hal ini membuktikan bahwa kedudukan dan peran
pengacara sangat penting dalam proses penegakan hukum, baik di dalam maupun di
luar pengadilan.
Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh
karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman
yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab.10
Sebagai sebuah profesi yang terhormat dan menjadi bagian terpenting dari
catur wangsa penegakan hukum, Advokat memiliki tanggung jawab dalam
9Didi Kusniadi, Bantuan Hukum Dalam Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 200.
10Huruf B Konsideran Menimbang UU No. 18 Tahun 2003.
5mengemban amanat yang mana turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum.
Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata sebuah keharusan yang diwajibkan
secara yuridis, melainkan kewajiban yang muncul dari tuntutan hati nurani.
Setidaknya advokat bertanggung jawab kepada empat hal yaitu tanggung jawab
kepada Tuhan, tanggung jawab kepada kode etik11, tanggung jawab kepada undang-
undang dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Profesi advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan
profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
hukum tidak mendapatkan tekanan dari manapun juga. Kebebasan inilah yang harus
dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yaitu UU RI No.18 Tahun 2003 tentang
Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat sehingga bisa
berfungsi secara maksimal.12
Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum
dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat seharusnya
dilengkapi oleh kewenangan. Sama halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi,
jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi
sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalanakan
profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh
penegak hukum yang lain.
Dalam melaksanakan profesinya, advokat berhak dan berkewajiban mewakili
orang yang menyerahinya kuasa sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasanya
dan tentunya tidak boleh menyalahi Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan
11Pasal 26 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003.
12Huruf C Konsideran Menimbang UU No. 18 Tahun 2003.
6pada tanggal 23 Mei 2002 serta kode etik yang telah ditetapkan oleh undang-
undang.
Salah satu tugas kuasa hukum yang biasanya juga dituangkan dalam surat
kuasa adalah mewakili pemberi kuasanya dalam hal mediasi. Perlu dipahami bahwa
sukses atau tidaknya suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh peran dari para pihak
baik mediator, orang yang berperkara dan tidak terkecuali para kuasa hukum yang
ikut dilibatkan karena tidak semua proses mediasi itu dapat berjalan lancar dan
berakhir dengan sukses. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Makassar adalah suatu
organisasi advokat yang memberikan bantuan hukum bagi mereka yang memerlukan.
YLBH Makasssar sejak mulai berdirinya hingga sekarang telah banyak menangani
kasus. Dari sekian banyak kasus yang telah diproses, tentunya banyak kendala dan
hambatan yang dihadapi oleh para advokat yang bernaung di bawah organisasi
YLBH Makassar ini khususnya dalam proses mediasi.
Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lapangan dengan judul
Problematika Upaya Mendamaikan Para Pihak Dalam Proses Mediasi Yang Diwakili
Oleh Kuasa Hukum (Studi Pengalaman Pengacara di YLBH Makassar) untuk
mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
B. Rumusan Masalah
Berdasar dari latar belakang di atas, maka penulis menetapkan suatu pokok
permasalahan, yaitu: Bagaimana problematika upaya mendamaikan para pihak
dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum?. Selanjutnya, untuk lebih
7mengarahkan kepada pokok permasalahan tersebut, penulis membaginya ke dalam
beberapa sub-masalah, yaitu:
1. Bagaimana mekanisme proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum di
YLBH Makassar?
2. Kendala apa yang dihadapi para kuasa hukum di YLBH Makassar dalam
proses mediasi?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Defenisi Operasional
Mengawali pembahasan skripsi ini, penulis merangkum dan menguraikan
pengertian dari beberapa istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam judul
skripsi yang dianggap penting untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran
serta kesalahpahaman pembaca.
a. Problematika
Problematika dalam bahasa Inggris berasal dari kata problematic, artinya tak
tentu atau dari kata problem yang berarti masalah; soal; perkara sulit; persoalan,
atau problema yang berarti perkara sulit (yang dihadapi); problem, maksudnya
problematika adalah merupakan persoalan sulit ragu-raguan, tak menentu atau suatu
masalah persoalan yang belum dapat dipecahkan, berbagai problem.13 Problem juga
berarti masalah; sesuatu yang harus diselesaikan.14
13M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), h. 626.
14Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 373.
8b. Para Pihak
Pihak adalah arah; ruang sebelah.15 Adapun dalam hukum, para pihak
diartikan sebagai orang yang berperkara. Para pihak adalah dua atau lebih subyek
hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka
ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.16 Para pihak yang dimaksud dalam
judul skripsi ini oleh penulis diartikan sebagai klien dari kuasa hukum.
c. Mediasi
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.17
d. Kuasa Hukum
Kuasa adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah,
mewakili, mengurus dsb) sesuatu.18 Kuasa merupakan pemberian kewenangan
kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama
sipemberi kuasa.19 Adapun kuasa hukum oleh penulis diartikan sebagai seseorang
yang ahli di bidang hukum yang ditunjuk melalui surat kuasa untuk memberikan
bantuan hukum kepada orang yang memberikan kuasa.
2. Ruang Lingkup Penelitian
15Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III
(Cet. IV; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), h. 1147
16Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing,
2014), h. 130.
17Pasal 1 ayat (7) PERMA RI No. 01 Tahun 2008.
18Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 604.
19R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h.
69.
9Untuk menjaga agar pembahasan tidak keluar dari hierarki pokok penelitian,
maka dari itu penulis membatasi penelitian ini hanya membahas pada problematika
yang dihadapi oleh kuasa hukum di YLBH Makassar dalam mewakili kliennya pada
saat proses mediasi.
D. Kajian Pustaka
Berdasar pada judul skripsi yang penulis pilih, untuk mendukung selesainya
penulisan skripsi ini maka penulis menelaah dan mencermati beberapa buku rujukan
yang ada kaitannya dengan pembahasan. Adapun referensi yang menjadi rujukan
awal di antaranya sebagai berikut:
Syahrizal Abbas dalam bukunya (Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum
Adat, dan Hukum Nasional) menyatakan bahwa berhasil tidaknya mediasi sangat
ditentukan oleh peran mediator. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan
pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak
mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh
mediator.
Wirhanuddin dalam bukunya (Mediasi Perspektif Hukum Islam) menyatakan
bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah kemampuan
profesinalisme mediator yang mana mediator yang ditunjuk adalah masih didominasi
oleh hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator di tempat tugas
masing-masing yang penunjukannya langsung oleh Ketua Pengadilan Agama,
padahal fakta di lapangan menyebutkan bahwa tidak semua orang atau hakim
mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator
terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional.
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Didi Kusniadi dalam bukunya (Bantuan Hukum Dalam Islam) menyatakan
bahwa putusan yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi atau diwakili
oleh seorang pengacara atau kuasa hukum akan berbeda aplikasi hukumnya dengan
putusan yang dijatuhkan kepada orang yang didampingi atau diwakili oleh
pengacara. Maka dari itu, keberadaan seorang pengacara atau kuasa hukum cukup
berpengaruh pada penyelesaian perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Namun demikian, menurut pengamatan beliau juga dalam karyanya tersebut
mengungkapakan bahwa justru yang menjadi pertimbangan adalah masih kurangnya
kualitas yang dimiliki oleh pengacara khususnya bagi mereka yang dari lulusan
Fakultas Syariah sehingga ikut berdampak kepada hasil yang dicapai dalam
penyelesaian perkara.
Marudut Tampubolon dalam bukunya (Membedah Profesi Advokat) lebih
banyak membahas tentang bagaimana seorang advokat dalam berinteraksi baik
dengan sesama praktisi hukum maupun hubungannya dengan klien dalam
penyelesaian masalah hukum ditinjau dari dua analisis yaitu analisis perspektif
hukum berdasarkan undang-undang dan analisis perilaku berdasarkan perspektif ilmu
sosial. Menurut beliau, interaksi antara advokat dengan klien harus dimaknai sebagai
suatu interaksi yang konkret dan bermakna. Bermakna bagi advokat untuk
kelanjutan profesinya dan bermakna pula bagi klien dalam penyelesaian masalah
hukumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam interaksi antara advokat dengan
klien terdapat hubungan yang timbal balik, saling percaya, dan tuntas dalam artian
masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya.
Menurut hemat penulis, beberapa rujukan buku di atas belum ada yang secara
substansial menyentuh pokok masalah yang diteliti oleh penulis. Buku-buku tersebut
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hanya terfokus pada profesionalisme tidaknya seorang mediator yang ditunjuk dan
eksistensi advokat dalam penanganan masalah hukum serta bagaimana hubungan
yang terjalin antara advokat dengan klien. Secara spesipik, belum ada yang
membahas langsung problematika yang dihadapi para kuasa hukum dalam mewakili
kliennya pada saat proses mediasi.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui gambaran mekanisme proses mediasi yang diwakili oleh kuasa
hukum di YLBH Makassar.
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi para kuasa hukum di YLBH Makassar
dalam proses mediasi.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini di antaranya adalah sebagai
berikut:
a. Bagi lembaga YLBH Makassar, penelitian ini dapat berguna sebagai evaluasi
kinerja bagi para kuasa hukum/ advokat pada umumnya dan yang bernaung di
bawah organisasi YLBH Makassar pada khususnya.
b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi
terkait proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum/ advokat.
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c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan serta
menjadi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan
Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Pengertian Mediasi
1. Mediasi Menurut Hukum Islam
Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, yang berisi kumpulan wahyu yang
dibuat oleh Allah swt untuk Nabi Muhammad sw. yang diturunkan pada awal abad
ke-7 Masehi.1 Al-Qur’an berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat
Islam. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 2
 َﲔِﻘﱠﺘُﻤِْﻠﻟ ىًﺪُﻫ ِﻪﻴِﻓ َﺐْﻳَر ﻻ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻚِﻟَذ)۲(
Terjemahnya:
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertaqwa.2
Sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam, al-Qur’an memuat
aturan yang mengatur bagaimana seorang muslim bertingkah laku dalam
kehidupannya. Tidak tanggung-tanggung, pedoman yang terkandung di dalamnya
bukan hanya dalam bidang khusus akan tetapi memuat seluruh sendi-sendi
kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Al-Qur’an memberikan petunjuk yang
harus diikuti oleh umat manusia bila ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat
karena di dalamnya tidak hanya terbatas menyentuh kehidupan duniawi tetapi juga
kehidupan ukhrawi.
1Keith Hodkinson, Muslim Family: A Sourcebook (Australia: Croom Helm, 1984), h. 3.
2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Tehazed, 2009), h. 2
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Sebelum Rasulullah saw. menghembuskan nafas terakhir, ada sebuah pesan
yang disampaikan oleh beliau yang harus selalu diperhatikan oleh umat Islam pada
khususnya. Dalam sabdanya, beliau mengingatkan:
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ،ُﻪَﻐَﻠَـﺑ ُﻪﱠَﻧأ ؛ٌﻚِﻟﺎَﻣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ :َلَﺎﻗ ،ٍﺐَﻌْﺼُﻣ ُﻮَﺑأ َََﱪْﺧَأ :َلَﺎﻗ
ﻰﻠَﺻ ِﻪِّﻴَِﺒﻧ َﺔﱠﻨُﺳَو , ِﷲ َبﺎَﺘِﻛ :ﺎَﻤِِ ْﻢُﺘْﻜﱠَﺴَﲤ ﺎَﻣ اﻮﱡﻠِﻀَﺗ ْﻦَﻟ ،ِﻦْﻳَﺮَْﻣأ ْﻢُﻜﻴِﻓ ُﺖَْﻛﺮَـﺗﻢﻠَﺳَو ﻪﻴَﻠَﻋ ﷲ)
ﻚﻟﺎﻣ ﻩاور(٣
Artinya:
Telah memberitakan kepada kami, Abu Mush’ab, dia berkata: telah
menceritakan kepada kami, Malik. Sesungguhnya ia menyampaikan bahwa
Rasulullah saw bersabda: Aku tinggalkan untuk kalian dua (2) pusaka, kalian
tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya (yaitu),
kitaballah (al-Qur’an) dan sunnah (hadis) nabi saw.
Al-Qur’an diturunkan kepada umat manusia sebagai solusi utama dalam
menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Dilihat dari proses turunnya yang
berangsur-angsur dan tidak sekaligus dapat dianalisis dari dua sisi.4 Pertama,
turunnya ayat al-Qur’an secara berangsur memudahkan manusia memahami dan
mendalami kandungan maknanya, sehingga akan mudah pula dalam pengamalannya.
Kedua, al-Qur’an turun secara berangsur-angsur menandakan bahwa al-Qur’an
merespon persoalan yang dihadapi masyarakat.
Manusia oleh Allah swt dalam al-Qur’an ditempatkan sebagai khalifah5 di
bumi. Dalam menjalani kehidupannya, manusia hidup dalam suasana yang
3Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr Al-asbahi> al-Madani>’, Muwattho Malik, Juz II (Dar
Mu’assasah al-Risalah, 1412 H), h. 70.
4Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 116.
5Khalifah dalam Kamus Ilmu Al-Qur’an yang disusun oleh Ahsin W. Al-Hafidz berarti
pengganti Allah swt dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketentuan-ketentuan-Nya,
tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan.
Dengan pengangkatan itu, Allah swt bermaksud menguji dan member penghormatan kepada manusia.
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bermasyarakat di mana dalam berbagai aspek manusia yang satu akan saling
berinteraksi dengan manusia yang lain. Hal ini sudah merupakan sunnatullah karena
pada hakikatnya Allah swt menciptakan manusia dengan penuh keragaman, terbukti
dapat kita lihat adanya berbagai perbedaan mulai dari warna kulit, ras, agama,
bahasa, budaya dan berbagai macam perbedaan lainnya termasuk dalam hal
kebutuhan.
Desakan akan kebutuhan sering kali menjadi alasan utama seseorang
sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada konflik antar sesamanya.
Tidak sedikit orang yang rela menyikut bahkan menjatuhkan temannya sendiri mana
kala menginginkan sesuatu. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai berkonflik
dengan saudaranya sendiri. Alasannya cuma satu yaitu terdesak akan kebutuhan. Hal
ini menandakan bahwa yang namanya konflik atau sengketa tidak hanya terjadi
antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain atau suku yang satu
dengan suku yang lain, akan tetapi bisa saja dalam suatu keluarga terjadi sebuah
konflik. Inilah yang membuktikan kekuasaan Allah swt dalam menciptakan satu
makhluk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Dengan penciptaan manusia yang berbeda-beda inilah sehingga sangat
memungkinkan timbulnya berbagai macam konflik. Sebagai khalifah di bumi, sudah
sepatutnyalah manusia harus selalu siap menghadapi berbagai macam tantangan
tersebut serta berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi agar
tidak berujung pada pertumpahan darah sebagaimana yang dikatakan oleh Malaikat
ketika berdialog dengan Allah swt dalam al-Qur’an terkait penciptaan manusia
sebagai khali>fatan fil Ardh. Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 30
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 ِضْرﻷا ِﰲ ٌﻞِﻋﺎَﺟ ِّﱐِإ ِﺔَﻜِﺋﻼَﻤِْﻠﻟ َﻚﱡﺑَر َلَﺎﻗ ْذِإَو َﺧ ًﺔَﻔﻴِﻠ َأ اﻮُﻟَﺎﻗ ـُﻳ ْﻦَﻣ ﺎَﻬﻴِﻓ ُﻞَﻌَْﲡﻴِﻓ ُﺪِﺴْﻔ ُﻚِﻔْﺴَﻳَو ﺎَﻬ
َﺎﻗ َﻚَﻟ ُس ِّﺪَﻘُـﻧَو َكِﺪْﻤَِﲝ ُﺢِّﺒَﺴُﻧ ُﻦَْﳓَو َءﺎَﻣ ِّﺪﻟا ِإ َل ِّﱐ َأ ﺎَﻣ ُﻢَﻠْﻋﻻ َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ)۳۰(
Terjemahnya:
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak
menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak
menjadikan (khalifah) orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia
berfirman: "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”6
Terjadinya berbagai macam pertentangan yang biasanya berujung pada
konflik di antara manusia memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan adanya
sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia yakni nafsu. Pada hakikatnya, nafsu adalah
merupakan sebuah anugerah dari Allah swt sebagai salah satu tanda kesempurnaan
manusia selain akal dibandingkan dengan makhluk lainnya. Tidak ada satu pun
makhluk yang diciptakan Allah swt dalam keadaan sempurna melebihi
kesempurnaan manusia.
Akal dan nafsu adalah bekal yang diberikan Allah swt sebagai pelengkap
manusia dalam melaksanakan tugas kekhalifaannya di bumi. Namun demikisan,
tidak sedikit manusia yang juga dengan akal dan nafsu yang dimilikinya malah
membuatnya menjadi hina dikarenakan nafsunya yang berlebihan. Hal ini
sebagaimana yang dilukiskan dalam QS At-Ti<n/96: 4-5
 ٍﱘِﻮْﻘَـﺗ ِﻦَﺴْﺣَأ ِﰲ َنﺎَﺴْﻧﻹا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ْﺪَﻘَﻟ)٤ ( َر ﱠُﰒ َﲔِﻠِﻓﺎَﺳ َﻞَﻔْﺳَأ ُﻩ َ ْدَد)٥(
Terjemahnya:
Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.7
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 6.
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 903.
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Ayat ini menggambarkan bahwa manusia walaupun diciptakan dalam bentuk
yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya juga dapat menjadi hina
melebihi hewan sekalipun. Nafsulah yang menyebabkan sehingga manusia yang
dengan sikap egoismenya sering terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan di
luar batas kewajaran demi kepuasan nafsunya. Manusia mencapai tingkat yang
setinggi-tingginya (ahsan taqwi>n) apabila terjadi perpaduan yang seimbang antara
kebutuhan jasmani dan ruhani, antara kebutuhan fisik dan jiwa karena apabila ia
hanya memperhatikan dan melayani kebutuhan-kebutuhan jasmaninya saja, maka ia
akan dikembalikan kepada prose awal kejadiannya, sebelum ru>h Ilahi menyentuh
fisiknya, ia kembali ke asfala sa>fili>n.8
Kehadiran al-Qur’an adalah merupakan sebuah karunia yang sangat besar
karena di dalamnya mengandung ajaran tentang akidah, hukum-hukum baik yang
bersifat ibadah maupun muamalah serta ajaran akhlak. Al-Qur’an diturunkan dengan
memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat
digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil dan
sejahtera.9
Salah satu sejarah terbesar yang telah dilukiskan al-Qur’an adalah tentang
kasus yang dialami keluarga Nabi Adam as. yakni Qabil dan Habil. Konflik yang
terjadi antara Qabil dan Habil adalah merupakan salah satu bukti dari kekhawatiran
malaikat yang mana betul-betul berujung pada pertumpahan darah. Dalam sejarah,
Nabi Adam as. telah memberikan kita pelajaran tentang usaha menyelesaikan
8M. Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Juz.
15, Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 381.
9Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 119.
17
konflik yakni berusaha menegosiasi dan menjadi mediator dalam kasus Qabil dan
Habil walaupun pada akhirnya usaha tersebut menemui kegagalan.
Allah swt telah membekali manusia dengan akal pikiran untuk menggali
pemahaman-pemahaman yang terkandung dalam al-Qur’an. Nabi Muhammad saw.
dalam sejarah perjalanannya mengajarkan ajaran agama Islam tidak sedikit
mendapatkan konflik baik yang terjadi di kalangan para sahabat maupun masyarakat
pada umumnya. Pada saat Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah, hal yang
lebih utama ditekankan adalah dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan
pendidikan sosial kemasyarakatan. Untuk merealisasikannya, Nabi menempuhnya
dengan melalui beberapa cara10, yaitu: Pertama, mendirikan masjid sebagai tempat
untuk mempersatukan umat Islam, baik bersama-sama dalam melaksanakan sholat,
mengadili perkara-perkara hingga bermusyawarah. Kedua, mempersatukan dan
mepersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin. Ketiga, mengadakan perjanjian saling
membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin agar tercipta
kehidupan yang damai. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan
sosial untuk masyarakat baru. Salah satu keberhasilan terbesar Rasulullah saw.
dalam kapasitasnya sebagai mediator adalah pada saat berhasil mendamaikan dua
suku yakni suku Khazraj dan suku Aus yang telah lama bersengketa.11
10Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 68.
11Di Madinah ketika itu ada dua suku (kelompok) besar yaitu suku Khazraj dan suku Aus
yang selalu bermusuhan hingga tiap tahunnya melakukan tawuran. Persengketaan antara suku
Khazraj dengan suku Aus dalam sejarah diketahui telah berlangsung selama 40 tahun. Tidak ada yang
pernah bisa berhasil mendamaikan kedua suku tersebut sampai Rasulullah saw. datang mendamaikan
keduanya. Salah satu pemicu konflik antara kedua suku tersebut adalah masalah air. Di dekat kota
Madinah ada sebuah wadi (oase, sumber mata air) yang digunakan airnya oleh dua suku tersebut.
Namun tidak ada yang mau mengalah soal pembagian air sampai mengakibatkan tawuran. oleh
Rasulullah saw. didamaikan dengan suatu kesepakatan, yaitu pada pagi hari yang mengambil air
adalah suku Khazraj dan sore hari giliran suku Aus yang mengambil air. Lihat di http://kuliah-
dhuha.blogspot.com/2014/01/ukhuwwah-islamiah-oleh-ustadz-wijayanto.html.
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Nabi Muhammad saw. pernah meminta pendapat kepada salah satu sahabat
yakni Muaz bin Jabal, tentang jalan yang akan diambil bila mendapati sebuah
permasalahan. Muaz bin Jabal pun menjawab dengan menganjurkan untuk mencari
solusi dengan merujuk pada al-Qur’an dan hadis dan jika tidak didapati dalam
keduanya sebuah penyelesaian maka jalan yang ditempuh adalah ijtihad12. Nabi pun
dengan seketika membenarkan pendapat sahabat itu. Nabi Muhammad saw. sangat
menganjurkan para sahabat untuk melakukan ijtihad manakala tidak didapati suatu
hukum yang jelas dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Wewenang untuk berijtihad yang
diberikan Rasulullah saw. kepada sahabat sangat berguna untuk menjawab
persoalan-persoalan yang timbul setelah wafatnya beliau.13 Melihat hal ini, dapat
disimpulkan bahwa di sinilah letak peran manusia dalam menemukan sebuah solusi
dari suatu masalah dengan menggunakan akal dan wahyu yang diberikan sebagai
bekal untuk berijtihad dengan tetap berpedoman pada al-Qur’an dan sunnah Nabi
dikarenakan kedua sumber hukum ini saling berkaitan satu sama lain.14
Prinsip resolusi konflik yang dimiliki al-Qur’an telah diwujudkan oleh Nabi
Muhammad saw. dalam berbagai bentuk penyelesaian sengketa berupa fasilitas,
negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa
melalui lembaga peradilan (litigasi).15 Bahkan pada saat Nabi Muhammad saw.
12Ijtihad dalam Kamus Hukum adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam
mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki atau mendapatkan dan menggali hukum
yang terkandung dalam Al-Qur’an dengan syarat-syarat tertentu.
13Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), h. 341.
14M.M Khan, Islamic Law and Security (First Edition; New Delhi: Discovery Publishing
House PVT. LTD, 2011), h. 188.
15Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 122.
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menjabat sebagai hakim, beliau tidak menginginkan atau bahkan melarang
persengketaan yang terjadi di antara para sahabat itu sampai ke tangannya, karena
ketika suatu sengketa sampai kepada Nabi Muhammad saw. maka beliau akan
memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Wirhanuddin dalam bukunya mengungkapakan bahwa mediasi dalam
literatur hukum Islam dapat dipersamakan dengan tahkim yang secara etimologi
berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai
penengah suatu sengketa.16 Selain itu, upaya perdamaian lain dalam hukum Islam
yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal
dengan kata sulh.17 Allah swt berfirman dalam QS An-Nisa’/4: 128
َاﺮْﻋِإ ْوَأ ًازﻮُﺸُﻧ ﺎَﻬِﻠْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ ْﺖَﻓﺎَﺧ ٌَةَأﺮْﻣا ِنِإَو ﺎًﺿ َﻓ ُﺟ ﻼ َﻠَﻋ َحﺎَﻨ ْﻴ ـَﺑ ﺎَﺤِﻠْﺼُﻳ ْنَأ ﺎَﻤِﻬ ﺎًﺤْﻠُﺻ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴ
 ُْﲢ ْنِإَو ﱠﺢﱡﺸﻟا ُﺲُﻔْـﻧﻷا ِتَﺮِﻀْﺣُأَو ٌْﲑَﺧ ُﺢْﻠﱡﺼﻟاَو ُﻨِﺴ َو اﻮ َﻓ اﻮُﻘﱠـﺘَـﺗ َِﲟ َنﺎَﻛ َﱠ ا ﱠنِﺈًاﲑِﺒَﺧ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ﺎ
)۱۲۸(
Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak
acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut
tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan
memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.18
Ayat ini mengatur masalah nusyuz atau meninggalkan kewajiban bersuami-
istri yang datang dari pihak istri, dan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk
16Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing,
2014), h. 83.
17Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 204.
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.129-130.
20
memelihara eksistensi keluarga.19 Terkait tentang sabab nuzul dari ayat tersebut
banyak diriwayatkan oleh para ulama yang kesemuanya berkaitan dengan kerelaan
istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka.
Salah satunya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa istri
Nabi saw. yakni Saudah binti Zam’ah yang khawatir diceraikan oleh Nabi saw.
sehingga dia memohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam
bersama Rasulullah saw. untuk istri Nabi saw. yakni ‘A>’isyah.20 Menurut M. Quraish
Shihab, salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa rumah tangga yang
ditunjukkan ayat di atas adalah sulh atau perdamaian.21 Namun, bentuk perdamaian
yang dimaksud itu haruslah tidak melanggar tuntunan Ilahi.
Baik tahkim maupun sulh memiliki kesamaan yaitu sama-sama bertujuan
untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur damai. Hanya saja, tahkim identik
dengan keberadaan pihak ketiga, sedangkan sulh identiknya hanya melibatkan kedua
belah saja. Adapun pihak ketiga yang ingin ikut terlibat dalam proses penyelesaian
hanyalah bersifat memberikan bantuan saja.
Penyelesaian sengketa dalam Islam lebih mengarah pada prisip musyawarah
atau perundingan. Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk menyelesaikan
sengketa dengan musyawarah sebagai jalan yang terbaik untuk mendapatkan suatu
putusan yang maksimal tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Tahkim adalah
semacam lembaga yang melibatkan pihak ketiga untuk berusaha atau membantu
19Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, terj. As’ad Yasin, Di Bawah Naungan Al-Qur’an
(Cet. III; Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 90-91.
20M. Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Edisi
Revisi, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 741.
21M. Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, h.
740.
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mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam
mengakhiri persengketaan secara damai.22 Pada pelaksanaannya, proses tahkim lebih
mengedepankan konsep musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral
sebagai penengah.
Konsep musyawarah banyak digambarkan dalam al-Qur’an sebagai syura.
Salah satunya terdapat dalam QS Asy-Syu>ra/42: 38
ةﻼﱠﺼﻟا اﻮُﻣَﺎَﻗأَو ْﻢَِِّﺮِﻟ اُﻮﺑﺎَﺠَﺘْﺳا َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو َأَو ـْﻗَزَر ﺎﱠِﳑَو ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ىَرﻮُﺷ ْﻢُﻫُﺮْﻣ ْﻢُﻫﺎَﻨ َنﻮُﻘِﻔْﻨُـﻳ)۳۸(
Terjemahnya:
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan
melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka.23
Ayat di atas diturunkan oleh Allah swt sebagai pujian kepada kelompok
muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad saw. dan
menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah
Abu Ayyub Al-Anshari.24 Selain itu, ada pula riwayat lain sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya setelah terjadinya perang Badar,
Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar ra dan Umar bin Khaththab
ra untuk meminta pendapat meraka tentang para tawanan perang, Abu Bakar ra
berpendapat, meraka sebaiknya dikembalikan kepada keluargannya dan keluargannya
membayar tebusan. Namun, Umar ra berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan
yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah kesulitan dalam
22Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 85.
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 699.
24M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Cet. II; Bandung : Mizan, 2007), h. 619.
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memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar
(HR. Kalabi).
Ayat di atas juga dapat berlaku umum, yaitu mencakup siapa saja dan dari
kelompok mana saja yang hendak melakukan musyawarah guna membahas suatu
permasalahan sebab untuk saat ini banyak timbul masalah sosial, politik, ekonomi,
pemerintahan, keluarga dan sebagainya yang pemecahannya membutuhkan jawaban
dari agama. Dengan ayat tersebut, Islam menjadikan Syura sebagai prinsip utama
dalam menyelesaikan masalah sosial, politik, dan pemerintahan.
Kata musyawarah terambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya
bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang,
sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang
lain (termasuk pendapat).25 Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau
mengajukan sesuatu26. Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan untuk kita
semua telah memberikan contoh bagaimana menyelesaiakan masalah dengan jalan
musyawarah. Hanya saja, Nabi saw. tidak menjelaskan secara rinci tentang cara dan
pola tertentu dalam melakukan musyawarah atau syura. Hal ini dilakukan untuk
memberikan kebebasan dan kesemptan kepada setiap manusia untuk
mempergunakan akal pikirannya dalam menciptakan dan merumuskan pola
musyawarah sendiri sesuai dengan perkembangan sosial budaya manusia.
Praktik penyelesaian sengketa telah banyak digambarkan dalam al-Qur’an,
hadis, praktik adat dan berbagai kearifan lokal lainnya. Manusia sebagai pemegang
25M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 617.
26Diartikan mengajukan sesuatu karena pada saat proses musyawarah berlangsung, para
peserta berhak mengeluarkan pendapat yang ia miliki. Jika pada sebuah musyawarah, seseorang tidak
diperkenankan untuk mengeluarkan pendapat, maka hal itu tdak dikatakan musyawarah. Karena
karakteristik utama dari proses musyawarah adalah adanya interaksi atau timbal balik dari peserta.
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amanah menjadi khalifah di bumi dengan akal dan wahyu sebagai bekal dari Allah
swt dituntut untuk menggali pemahaman dalam rangka menyelesaikan setiap
sengketa yang timbul di dalam kehidupannya baik di lingkungan keluarga pada
khusunya maupun dilingkungan masyarakat luas pada umumnya. Proses
penyelesaian sengketa berdasarkan nilai agama yang terkandung dalam al-Qur’an
dan hadis akan mampu melahirkan kekuatan damai yang diinginkan, karena nilai
ajaran agama membawa nilai kemanusiaan yang universal.
2. Mediasi Menurut Hukum Nasional
Dalam dunia hukum dikenal adanya lambang seorang dewi, yaitu dewi
Iustitia27 dengan mata tertutup sambil memegang pedang di tangan kanannya dan
timbangan di tangan kirinya. Makna dari lambang itu adalah hukum tidak
memandang kedudukan, kekayaan atau prestise seseorang yang dihadapkan kepada
keduanya.28 Setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Maksudnya bahwa
setiap orang yang melanggar hak orang lain harus diberikan sanksi. Sanksi tersebut
diberikan kepada siapa saja tanpa melihat kedudukan, kekayaan, ras, agama dan lain-
lain.
Sebagai warga yang baik, sudah sepatutnya harus bertanggung jawab atas
setiap kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Orang yang merasa haknya dilanggar
oleh orang lain berhak untuk meminta pertanggung jawaban kepada orang yang
27Dalam mitodologi Romawi, Dewi Iustitia adalah jelmaan Themis yang merupakan dewi
keadilan. Banyak penganut Neo-Pagan terutama Neo pagan Hellenis menganggap Themis adalah
dewi kebajikan. Banyak sekte modern menganggap Themis berperan dalam menentukan kehidupan
setelah mati. Ia membawa seperangkat  timbangan yang digunakan untuk menimbang kebaikan dan
keburukan seseorang. Themis juga dikatakan memberikan masukan terakhir sebelum nasib sang jiwa
tersebut ditentukan oleh Hades. Lihat di http://id.m.wikipedia.org/wiki/themis
28Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 256.
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melanggarnya melalui upaya hukum yang ada. Hanya saja, untuk hal-hal yang
dianggap tidak terlalu fatal, ada baiknya diselesaikan dengan cara damai dalam
suasana kekeluargaan.
Memberi maaf adalah ajaran penting dalam agama Islam. Bahkan agama lain
pun pada dasarnya juga  memandang demikian. Khusus dalam ajaran agama Islam,
memberi maaf menempati kedudukan yang tertinggi, karena maaf dapat
menyadarkan seseorang dari kekeliruannya. Allah swt berfirman dalam QS. Asy-
Syu>ra/42: 40
 َﻠْﺻَأَو ﺎَﻔَﻋ ْﻦَﻤَﻓ ﺎَﻬُﻠْـﺜِﻣ ٌﺔَﺌِّﻴَﺳ ٍﺔَﺌِّﻴَﺳ ُءَاﺰَﺟَو َﺢ َﻓ ُﺮْﺟَﺄ ِﱠ ا ﻰَﻠَﻋ ُﻩ ﱡﺐُِﳛ ﻻ ُﻪﱠﻧِإ ِﻟﺎﱠﻈﻟا َﲔِﻤ)٤۰(
Terjemahnya:
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang
siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka
pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.29
Ayat tersebut sebagaimana yang dipahami oleh sementara ulama
mengandung makna bahwa Allah bukannya menganjurkan untuk memaafkan yang
berlaku zalim karena Dia senang kepadanya, tetapi Dia pada hakikatnya tidak
menyukainya. Anjuran ini disebabkan karena Allah hendak memberi ganjaran bagi
yang teraniaya dan memberikan maaf karena cinta-Nya kepada ihsan dan orang-
orang muhsin, atau dapat juga mengisyaratkan bahwa Allah tidak menyukai siapa
yang melampaui batas dalam membalas, karena pelampauan batas dalam pembalasan
itupun adalah penganiayaan.30
29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.699.
30M. Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISHBAH, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Juz
III, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 515.
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Dalam perkembangan hukum di Indonesia, secara garis besar bentuk
penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian, yaitu31:
a. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan);
b. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar peradilan) atau alternatif
dispute resolution.
Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan adalah mediasi.
Walaupun dalam peradilan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02
Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara di Pengadilan.
Namun kebanyakan masyarakat memakai mediasi di luar persidangan dalam proses
penyelesaian sengketa. Landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar
pengadilan adalah UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan PP RI No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia
Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
Adapun landasan yuridis mediasi pada lembaga peradilan adalah PERMA RI No. 02
Tahun 2003 yang disempurnakan oleh PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Istilah mediasi akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan oleh banyak
kalangan. Tidak sedikit dari kalangan praktisi hukum menerapkan mediasi sebagai
salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan atau jalur non-litigasi.
Hal ini dikarenakan penggunaan bentuk penyelesaian sengketa di luar persidangan
menjadi solusi utama dalam mengatasi kemacetan atau menumpuknya kasus di
pengadilan.
31D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi (Cet. II; Bandung: CV Alfabeta, 2012), h. 5.
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Penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan atau yang disebut
alternatif dispute resolution telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia
dalam kehidupannya. Penyelesaian konflik secara damai dianggap sebagai sebuah
solusi yang sangat tepat untuk menghindari ketidak puasan salah satu pihak.
Dalam undang-undang disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
dengan dibantu oleh mediator.32 Christoper W Moore menyebutkan bahwa mediasi
adalah perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan intervensi
dari pihak ketiga yang diterima yang terbatas (atau tidak) pengambilan keputusan
otoritatif kekuasaan.33 Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih
menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.34 Mediasi merupakan salah satu
alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan win-win solution
dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses
keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator
sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang
terbaik bagi kedua belah pihak.35 Hal ini juga dikarenakan putusan yang diambil
merupakan putusan yang disepakati oleh para pihak dari hasil musyawarah mufakat.
32Pasal 1 ayat (7) PERMA RI No. 01 Tahun 2008
33Christopher W Moore, The Mediation Proces Practical Strategis For Resolving Conflict
(San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996), h. 8.
34Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 3.
35D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, h. 24.
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Musyawarah mufakat adalah merupakan falsafah masyarakat Indonesia
dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa.36
Sebagaimana yang tertuang dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila di mana
pada sila keempat disebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, bahkan salah satu lembaga
tertinggi negara sampai diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang
disingkat dengan MPR. Prinsip musyawarah mufakat adalah hal yang paling utama
dalam merumuskan suatu bentuk penyelesaian konflik di luar jalur persidangan dan
hal itu dapat ditemukan dalam beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa
seperti mediasi, negosiasi dan lain-lain.
Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat
yang berujung damai juga digunakan dalam lingkungan peradilan, terutama dalam
penyelesaian sengketa perdata.37 Salah satu buktinya sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 4 PERMA RI No. 01 Tahun 2008 dikatakan bahwa setiap perkara
perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, dalam penyelesaiannya harus
dimulai dengan proses perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk
berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini merupakan sebuah kewajiban yang
harus dilalui oleh setiap hakim manakala menangani kasus perdata pada persidangan
pertama bila dihadiri oleh kedua belah pihak.
Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem eropa continental.
Sebenarnya, Indonesia dipengaruhi oleh tiga (3) konsep hukum yakni hukum Islam,
36Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 284.
37Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 285.
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hukum Adat dan hukum Barat. Di antara ketiga konsep hukum tersebut, hukum
Barat lebih banyak berperan dalam perundang-undangan di Indonesia disebabkan
oleh karena Indonesia adalah negara bekas jajahan dari negara barat sehingga sangat
memungkinkan oleh bangsa barat dalam menanamkan sistem hukum sebagaimana
sistem hukum yang diterapkan di negara asalnya. Hukum Perdata Indonesia
misalnya. Hukum Perdata Barat yang berasal dari hukum perdata Belanda
dinyatakan sebagai BW Indonesia (KUH Perdata) berdasar pada aturan peralihan
UUD 1945.38 Hal ini dikarenakan hukum perdata Barat yang tercantum di dalamnya
sebagian sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila. Ketentuan hukum perdata
Barat yang sesuai tersebut dapat dan bahkan diresepsi oleh bangsa Indonesia
sehingga selanjutnya menjadi bahan hukum perdata nasional.
Pada masa Kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui
upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan.
Kewenangan mendamaikan terdiri atas kasus-kasus keluarga dan perdata pada
umumnya seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan berbagai aktivitas lainnya.
Hakim yang menangani suatu kasus akan berusaha semaksimal mungkin dengan
memberikan sejumlah saran agar upaya perdamaian berhasil diwujudkan.
Penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang diterapkan pada masa
Kolonial Belanda adalah bukti adanya kesamaan sistem nilai yang terkandung dalam
Pancasila sehingga pada masa kemerdekaan hal serupa masih tetap diterapkan dalam
hukum perundang-undangan nasional Indonesia walaupun ada sebagian di antaranya
yang telah mengalami perubahan karena dianggap tidak lagi sesuai.
38Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Cet. III; Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2010), h. 10.
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B. Tujuan dan Manfaat Mediasi
Telah menjadi rahasia bersama bahwa berperkara melalui pengadilan sering
kali memakan waktu yang relatif lama diakibatkan beberapa alasan, salah satunya
adalah hakim yang mengadili tidak hanya berhadapan dengan satu atau dua perkara
saja pada waktu bersamaan.39 Akibatnya hakim yang bersangkutan harus membagi-
bagi berdasarkan prioritas dan waktu untuk perkara-perkara mana yang didahulukan
dan mana yang tidak terlalu mendesak. Hal inilah yang biasanya menyebabkan
terjadinya penangguhan perkara yang berujung pada tertunda-tundanya keputusan
yang hendak dikeluarkan. Dengan alasan tersebut, tidak sedikit dari masyarakat
yang berperkara beralih ke penyelesaian sengketa alternatif.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mediasi merupakan salah satu dari
alternatif dispute solution atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa
dengan damai tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dalam putusan mediasi, para
pihak ditempatkan pada posisi yang sama, tidak ada yang menang dan tidak ada
yang kalah. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena prinsip mediasi
adalah win-win sehingga menghindari adanya ketidak puasan dari salah satu pihak.
Biasanya, penyelesaian sengketa dengan melalui jalur pengadilan sering
menimbulkan permasalahan baru diakibatkan adanya ketidak puasan dari para pihak
sehingga tidak salah jika dianalogikan ibarat pepatah mengatakan kalah jadi abu,
menang jadi arang. Artinya bahwa baik yang menang maupun yang kalah dalam
suatu sengketa sama-sama tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Walaupun dalam
39Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), h. 13-14.
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persidangan, putusan hakim memberikan kemenangan namun hal itu tidaklah berarti
apa-apa bahkan akibatnya bisa menimbulkan kerugian sendiri. Selain itu tidak jarang
putusan oleh pengadilan sering dianggap bahwa keadilan hanya berada pada pihak
yang dimenangkan saja, sedangkan orang yang kalah akan merasakan adanya ketidak
adilan yang diberikan kepadanya sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidak
puasan tentang putusan yang diberikan oleh hakim dalam persidangan.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat banyak manfaatnya. Selain
efisien dari segi materi juga membantu hubungan di antara kedua belah pihak tetap
terjalin dengan baik karena suasana dalam bermediasi lebih mengarah kepada
kekeluargaan di mana yang lebih pro-aktif dalam bermediasi adalah kedua belah
pihak itu sendiri. Pada saat menyelesaiakan sengketa, hal yang harus lebih
diperhatikan adalah dampak jangka panjang dari putusan yang diambil. Nabi
Muhammad saw. sangat menganjurkan untuk selalu berpikir jauh ke depan, dalam
artian sebelum mengambil langkah kita harus betul-betul berpikir akan dampak yang
terjadi di kemudian hari termasuk pada hubungan silaturrahim.
Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi memang tidak mudah,
dikarenakan tantangan oleh mediator dalam mengatasi perbedaan watak yang
dimiliki masing-masing pihak. Tidak mudah untuk mempertemukan dua model
pemikiran yang berbeda, namun demikian bukan berarti hal itu mustahil untuk
diwujudkan. Mengingat manfaat yang didapatkan sangat besar sehingga para
mediator akan betul-betul mencari jalan keluar sehingga kesepakatan di antara para
pihak dapat tercapai.
Dari beberapa segi, penyelesaian sengketa dengan proses mediasi banyak
memberi manfaat bagi para pihak di mana salah satunya adalah waktu penyelesaian
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lebih singkat sehingga secara otomatis akan menekan biaya operasional menjadi
lebih murah. Syahrizal Abbas mengemukakan beberapa keuntungan yang didapatkan
dari penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu40:
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif
murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan
atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka
secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga
mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol
terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling
pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena
mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu
mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim
di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.
40Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 25.
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Bila direnungkan lebih jauh, modal utama sebelum melakukan mediasi ialah
adanya kemauan yang kuat dari para pihak untuk berdamai. Disamping itu, dalam
pelaksanaannya para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikat baik41.
Tanpa adanya iktikat baik dari kedua belah pihak maka proses mediasi
bagaimanapun besarnya usaha yang dilakukan tidak akan mendatangkan hasil
sebagaimana yang diinginkan.
Kesepakatan perdamaian hasil dari proses mediasi akan menjadi penyelesaian
yang tuntas. Kesepakatan tersebut yang kemudian dikuatkan dengan akta
perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.42 Dikatakan
mengikat karena semua butir-butir yang tercantum dalam kesepakatan adalah hasil
dari inisiatif kedua belah pihak dan harus dipatuhi dan dijalankan sehingga jika di
kemudian hari salah satu pihak melanggarnya maka pihak yang lain dapat
menggugat. Sedangkan disebut final adalah di mana dengan lahirnya akta
perdamaian yang dikuatkan dalam putusan hakim dipersidangan maka secara
otomatis sudah menutup peluang untuk mengambil upaya hukum lain baik berupa
banding dan selainnya. Inilah salah satu alasan mengapa penyelesaian melalui
mediasi dikatakan penyelesaian yang relatif singkat dan murah.
Dalam banyak kasus mediasi, diakui memang tidak sedikit yang berujung
kepada kegagalan dikarenakan adanya sifat egois serta watak keras dari kedua belah
pihak. Namun demikian, dalam situasi inipun manfaat mediasi sudah dapat
dirasakan. Paling tidak dengan kesediaan kedua belah pihak untuk bertemu dan
duduk bersama dalam satu forum mediasi serta mengklarifikasi yang menjadi akar
41Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 47.
42D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, h. 27.
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permasalahan sudah membantu untuk mempersempit dan memperkecil
persengketaan sehingga dapat membantu penyelesaian sengketa untuk upaya hukum
selanjutnya.
C. Persyaratan Mediator
Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator sangatlah
berperan penting dalam mengawal jalannya proses mediasi sehingga tetap berjalan
pada proses sebagaimana yang diinginkan. Sukses atau tidaknya proses mediasi
sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang
mediator yang ditunjuk. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika
salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut
tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah
disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi
tanpa alasan setelah dipanggil secara patut dan resmi.
Perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian tentang mediator.
Disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian.43 Pengertian “netral” bukan hanya karena
subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak, namun
dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada
para pihak.44 Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa
para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan
43Pasal 1 ayat (6) PERMA RI No. 01 Tahun 2008
44D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, h. 90.
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keputusan.45 Ketika para pihak telah menemukan format yang sesuai dengan
keinginan mereka bersama maka pada saat itu mediator harus memberikan
keleluasaan kepada kedua pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing
sehingga terjadi tawar-menawar butir kesepakatan. Seseorang yang ditunjuk menjadi
mediator dalam menjalankan tugasnya haruslah adil dan tidak memihak karena salah
satu pihak berhak untuk menghentikan proses mediasi manakala menemukan tanda
adanya perlakuan yang tidak adil dari mediator.
Mediator yang ditunjuk harus menjadi pengendali keadaan dan berusaha
menempatkan dirinya sebagai pemacu semangat dari para pihak agar tetap antusias
dalam proses perundingan serta membuat konsentrasi para pihak tetap fokus pada
proses penyelesaian sengketanya, adapun kepentingan-kepentingan lain di luar
persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke
dalam pokok perkaranya.46 Mediator dapat menawarkan solusi kepada para pihak
tanpa adanya paksaan untuk menerimanya, karena bagaimanapun juga keputusan
akhir tetap berada di tangan kedua belah pihak.
Mengingat peran mediator yang sangat sentral dalam proses mediasi, maka
seorang mediator yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan dan keahlian (skiil)
tertentu. Hal ini dikarenakan jika hanya mengandalkan kepercayaan kepada para
pihak yang bersengketa, maka hal itu tidak menjamin tercapainya kesepakatan yang
memuaskan para pihak mengingat masing-masing memiliki kepentingan yang
45Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 59.
46D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, h. 102.
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berbeda dan akan terus diperjuangkan. Persyaratan bagi mediator dapat dilihat dari
dua sisi47, yaitu:
1. Sisi Internal Mediator
Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam
menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para
pihak berhasil mencapai kesepakatan dan dapat mengakhiri persengketaan mereka.
Adapun persyaratan personal dari mediator antara lain:
a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak;
b. Kemampuan menunjukkan sikap empati;
c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan
yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak
setuju dengan pernyataan tersebut;
d. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, jelas, dan teratur serta mudah dipahami
para pihak;
e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan
pendekatan.
f. Berpengalaman melakukan negosiasi dan menyelesaikan sengketa.
Persyaratan di atas terkait dengan interpersonal mediator. Persyaratan
tersebut perlu didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan
permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain yang dimaksud
terdiri atas:
a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
47Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 60.
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b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai pada
derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
d. Tidak memiliki kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap
kesepakatan para pihak; dan
e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
2. Sisi Eksternal Mediator
Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki
mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani. Dalam undang-
undang disebutkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki seseorang sebelum
ditunjuk menjadi mediator. Persyaratan yang dimaksud antara lain:
a. Cakap melakukan tindakan hukum48,
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun49,
c. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan50,
d. Tidak adanya benturan kepentingan antara mediator dengan para pihak yang
bersengketa51.
48Pasal 10 ayat (4) poin (a) Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
49Pasal 10 ayat (4) poin (b) Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
50Pasal 10 ayat (4) poin (e) Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Keterampilan
yang dimaksud dapat dikuatkan dengan adanya sertifikat mediator sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat
(1) PERMA No. 1 Tahun 2008.
51Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) No. Kep-05/BAPMI/11.2002
tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Hubungan Afiliasi bagi Arbiter dan Mediator.
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Persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah
persyaratan-persyaratan menjadi mediator pada umumnya. Prinsip utama dari
pengangkatan mediator adalah memenuhi persyaratan baik dari sisi internal maupun
sisi eksternal mediator.52 Jika kedua persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh
seseorang, maka ia telah dapat menjalankan tugas sebagai mediator. Namun
demikian, ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa pada pelaksanaannya
mediasi dapat dilakukan di pengadilan sesuai dengan PERMA RI NO. 1 Tahun 2008
maupun di luar pengadilan berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 1999 dan PP RI No. 54
Tahun 2000.
Biasanya, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan memiliki dua (2) model.
Pertama, mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari lembaga penyedia
jasa pelayanan mediasi yang mana pengangkatan mediator mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kedua, mediasi yang dijalankan oleh mediator yang
berasal dari kalangan anggota masyarakat seperti kepala suku, pemuka agama dan
selainnya yang mana pengangkatan mediator sangat tidak terikat dengan ketentuan
aturan formal. Namun, untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan mediasi
ada baiknya mediator yang ditunjuk adalah seorang sarjana hukum atau mereka yang
memahami tentang seluk-beluk dan permasalahan hukum, khususnya bidang hukum
perdata atau jika bukan dari kalangan sarjana hukum, maka setidaknya adalah
seorang professional yang memahami pokok persoalan yang disengketakan.53
D. Kuasa Hukum Dan Eksistensinya Dalam Proses Mediasi
52Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 70-71.
53D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, h. 103.
38
Hal yang sekarang ini juga cukup banyak diperbincangkan adalah keberadaan
gerakan bantuan hukum. Sebenarnya, ide dasar bantuan hukum oleh sebagian orang
diklaim berasal dari tradisi hukum barat sejak fase pencerahan atau saat munculnya
gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi, walaupun sebagian lagi menyebutkan
bahwa lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno,
yaitu ketika para filsuf Yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan
dengan Tuhan, alam, dan manusia.54
Gerakan bantuan hukum jika dilacak dari perkembangan pemikiran hukum
sangat dipengaruhi oleh paham persamaan dan kebebasan. Pada abad ke 4 SM,
bantuan hukum diidentikkan pula dengan “para orator” di mana mereka diidentikkan
dengan dua hal, yaitu pertama, golongan orang yang memiliki pengetahuan luas,
berpendidikan, dan selalu berjuang bukan hanya untuk membela hak-haknya di
depan hukum dan kekuasaan, kemudian yang kedua, paralegal yang membela orang-
orang lemah dan miskin untuk mendapatkan keadilan di depan hukum dan
pengadilan.55 Atas dasar kedua hal inilah yang selanjutnya melecutkan adanya peran
para advokat (lawyers) dan bantuan hukum dalam praktik peradilan.
Di Indonesia sendiri, sejarah bantuan hukum dapat dilacak sejak didirikannya
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) di Jakarta pada tanggal 28 Oktober
1970 yang didukung Ali Sadikin (saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI).56
Walaupun sekitar 20 tahun sebelum itu, tepatnya pada tahun 1950 telah berdiri
54Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 19.
55Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 20.
56Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 25.
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Organisasi Sosial Tjandra Naya di Jakarta. Namun organisasi bantuan hukum
tersebut hanya terbatas untuk warga keturunan Tionghoa.
Gerakan bantuan hukum sempat mengalami kemunduran bahkan
terpinggirkan pada masa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Hal itu
diakibatkan arah kebijakan politik hukum dianggap sangat massive dan otoriter.
Segala hal diatur dan ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan presiden sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi. Pergerakan para praktisi hukum selalu mendapat
pengawasan pemerintah dengan menjadikan pasukan TNI sebagai alat utama dalam
melakukan pengawasan. Bahkan tidak tanggung-tanggung banyak dari kalangan
aktivis yang menjadi korban dari rezim Orde Baru.
Barulah pada saat memasuki masa Reformasi, para praktisi hukum dan
aktivis diberikan celah bahkan kebebasan untuk bergerak. Para praktisi hukum
seakan mendapat angin segar untuk berperan lebih pro-aktif dalam membela
masyarakat miskin dan tertindas dalam ranah bantuan hukum. Setiap hak-hak
mereka yang merasa dirampas oleh para mafia hukum mendapat perhatian penuh
dari para advokat atau pengacara. Berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI) adalah merupakan puncak dari adanya rasa kepedulian yang
sama disertai ide dan gagasan dari para praktisi hukum dalam memberikan
pelayanan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Pada perkembangan
selanjutnya didirikan berbagai macam organisasi bantuan hukum di antaranya
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia
(HAPI), Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI), dan organisasi-organisasi
bantuan hukum lainnya.
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Kemampuan para praktisi hukum dalam memberikan pelayanan bantuan
hukum secara professional dan dibarengi dengan kekuatan akses pada tingkat
birokrasi, memperkukuh eksistensi dan posisi mereka lebih dari sekedar pengacara
dan advokat, tetapi juga mediator dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran
hukum di dalam peradilan (litigasi) atau di luar peradilan (nonlitigasi), meskipun
kenyataan tersebut sering dianggap bias karena posisi mereka di antara kepentingan
membela keadilan dengan tujuan material atas nama profesionalisme.57
Praktik kepengacaraan di Peradilan Agama mendapat legitimasi dengan
disahkannya UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan bantuan
hukum diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan
disahkannya kedua undang-undang tersebut, para praktisi hukum dalam hal ini
pengacara dan advokat mendapatkan ruang yang bebas dalam memberikan
pelayanan hukum bagi siapa saja yang membutuhkan.
Bagi masyarakat yang berperkara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan
hukum dari kuasa hukum atau dalam hal ini advokat. Hal ini untuk membantu
dalam hal menjaga tegaknya supremasi hukum khususnya di negara ini bagi mereka
yang buta akan hukum dan tidak mengetahui atau menguasai mekanisme jalannya
persidangan.
Dalam undang-undang disebutkan bahwa advokat adalah orang yang
berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.58 Marudut
Tampubolon memberikan defenisi advokat sebagai seorang ahli hukum yang
57Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 26.
58Pasal 1 butir (1) UU No. 18 Tahun 2003
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memberikan bantuan atau pertolongan dalam permasalahan hukum.59 Bantuan atau
pertolongan yang dimaksud adalah memberi nasehat atau pertimbangan hukum
untuk menjernihkan permasalahan dalam bidang hukum yang dihadapi seseorang.
Dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpanya, seseorang dapat meminta
nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada kuasa hukumnya pada saat
beracara di pengadilan. Di dalam Kode Etik Advokat Indonesia juga tercantum
pengertian advokat sebagai orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-
undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara
praktik ataupun sebagai konsultan hukum.
Adapun dalam kajian hukum Islam, istilah advokat dapat disetarakan dengan
al-mahamy atau muhaamy yang dalam bahasa Arab diartikan sebagai pengacara.60
Dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat
dilakukan oleh tiga jasa hukum, yaitu: al-Hakam, al-Mufti, dan al-Mushalih al-alaih,
yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau
penasehat hukum yang berperan memberikan jasa hukum.61 Secara garis besar,
fungsi mereka adalah memberikan nasihat atau bantuan jasa hukum kepada para
pihak agar mereka melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada
pihak lain secara ishlah62 dan musyawarah.
59Marudut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.
67.
60M. Kasir Ibrahim, Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab (Surabaya: Apollo, t.th), h. 204.
61Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 38.
62Dalam Kamus Hukum, kata ishlah diartikan sebagai suatu proses penyelesaian pertikaian
dengan cara damai atau perdamaian.
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Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad saw. telah mempraktikkan
bagaimana menjadi seorang hakam, misalnya pada kasus sengketa warisan antara
Ka’ab bin Malik dan Ibn Abi Hadrad serta menjadi arbiter saat menyelesaikan
konflik di kalangan kaum Quraisy tentang peletakan batu hitam (hajar al-aswad) di
Ka’bah. Kemudian beliau juga menjadi juru damai (mushalih ‘alaih) dalam kasus
perselisihan antara Sa’id ibn Mu’az dengan Abi Quraidh dan kasus Zaid bin Tsabit
dalam perselisihan kasus nahl antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka’ab.63
Selain itu, pada perkembangan selanjutnya ketika terjadi peristiwa yang memilukan
umat Islam di mana terjadi suatu peperangan besar yang melibatkan kalangan umat
Islam sendiri antara pihak khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pihak Mu’awiyah bin
Abi Sufyan yang dikenal dengan perang Shiffin di mana merenggut banyak nyawa
umat Islam, namun beruntung perang tersebut dapat diakhiri dengan jalan arbitrase.
Keberadaan advokat atau pengacara saat ini mendapat perhatian yang cukup
besar. Hal ini sejalan dengan adanya gerakan bantuan hukum, di mana yang
memberikan jasa bantuan hukum adalah tidak lain dari kalangan advokat atau
pengacara yang selanjutnya bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak yang meminta
bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.
Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas,
mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Melalui jasa hukum
yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan
berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu,
63Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 50.
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advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam
menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.64
Dalam menjalankan profesinya, advokat atau pengacara wajib
memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini terkait dengan
dasar kinerja advokat ketika berinteraksi dengan klien dalam rangka memberikan
jasa bantuan hukum baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi. Setidaknya,
seorang advokat memiliki empat (4) tanggung jawab yang harus dia pegang, yaitu:
bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Undang-Undang,
bertanggung jawab kepada masyarakat, dan bertanggung jawab kepada dirinya
sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Marudut Tampubolon dalam
bukunya bahwa pada dasarnya seorang advokat mempunyai kewajiban untuk selalu
memperhatikan dan bertanggung jawab dalam bertindak, bukan hanya kepada
dirinya sendiri, tetapi juga terhadap sesama advokat, klien, dan pengadilan sebagai
subjek yang berperan dalam proses hukum suatu negara.65
Menekuni sebuah profesi seperti advokat tidak boleh setengah-setengah.
Seseorang yang akan menjadi advokat haruslah mempersiapkan diri dengan segala
kemampuan, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, baik hukum
formal maupun hukum materil.66 Profesi advokat merupakan profesi yang
menggabungkan antara keahlian, kecerdasan, dan moralitas.67 Oleh karena itu, tidak
64Habibulloh Hadi P, “Komisi Pengawas Advokat Indonesia ‘KOMPADIN’ PEMBAHARU
CITRA ADVOKAT INDONESIA”, Varia Advokat 12, (Januari 2010), h. 3.
65Marudut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat, h. 137.
66Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 172.
67Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses
(Yogyakarta: Certe Posse, 2014), h. 142.
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sembarang orang yang bisa menjadi seorang advokat atau pengacara. Profesi advokat
hanya digeluti oleh orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan
hukum. Ketika profesi advokat sudah menjadi pilihan hidup seseorang, maka satu-
satunya yang dapat dia lakukan adalah hanya berusaha untuk menikmatinya dan
menjalaninya dengan segala suka dan dukanya.
Seorang advokat haruslah selalu menjaga sifat, serta kepribadiannya untuk
selalu sesuai dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Kode Etik Advokat.
Hal ini sangatlah penting diperhatikan baik dalam kaitan berinteraksi dengan sesama
praktisi maupun saat beriteraksi dengan klien dalam kapasitasnya sebagai pemberi
layanan jasa bantuan hukum. Oleh karena profesi advokat adalah profesi yang sangat
mulia dikarenakan tugas utamanya adalah memperjuangkan segala sesuatu yang
menjadi hak setiap orang tanpa membedakannya, maka dari itu seorang advokat
haruslah memiliki persyaratan dan kualifikasi agar dapat bekerja dengan maksimal.
Beberapa persyaratan dan kualifikasi yang dimaksud antara lain adalah memiliki
spirit yang kuat dan kepribadian yang baik serta memiliki sifat independensi yang
tinggi.68 Hal ini sangat penting agar dalam menjalankan tugas dapat dilaksanakan
dengan baik serta bebas dari intervensi dari pihak manapun.
Seorang advokat dalam interaksinya bersama klien harus selalu
memperhatikan dan bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Interaksi antara advokat dengan klien murni sebatas pemberian jasa hukum.
Pemberian jasa hukum yang dimaksud adalah secara konkret advokat bertindak
untuk dan atas nama klien (yang dituangkan dalam surat kuasa) untuk memberikan
68Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 173.
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nasehat hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.69
Dalam melaksanakan tugas kuasa dari kliennya, seorang advokat yang
dengan adanya suarat kuasa bertindak sebagai kuasa hukum dari kliennya harus
bertindak profesional dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, dalam proses
menyelesaikan perkara hukum kliennya, seorang advokat harus mengutamakan
penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara-perkara perdata.70 Hal ini sejalan
dengan apa yang diesbutkan dalam Bab III poin (a) pasal 4 Kode Etik Advokat
bahwa advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan
jalan damai. Damai yang dimaksud bisa dengan melalui proses negosiasi, konsiliasi,
dan mediasi.
Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas dari
advokat. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa tugas advokat dalam membela,
mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugasnya sebagai kuasa hukum
atas nama kliennya hanya sebatas pada wilayah pengadilan saja atau hal-hal yang
sifatnya litigasi saja. Padahal, secara umum tugas dan fungsi advokat bukan hanya
pada saat di pengadilan saja, akan tetapi juga di luar pengadilan.
Perlu dipahami bahwa tugas advokat bukanlah sekedar merupakan pekerjaan,
melainkan lebih merupakan profesi. Profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis
untuk mencari nafkah semata, akan tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi
di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, tidak salah jika profesi advokat
dikenal sebagai profesi mulia (officium nobileum), karena mewajibkan pembelaan
69Pasal 1 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
70Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, h. 97.
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kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama,
budaya, soaial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.71
Namun demikian, profesi advokat baru akan betul-betul dikatakan sebagai
profesi mulia di hadapan masyarakat manakala seorang advokat menjalankan tugas
dan fungsinya tersebut berdasarkan prinsip tolong-menolong atau dalam Islam
dikenal dengan istilah al-ta’awun72 serta senantiasa menjunjung tinggi tanggung
jawab yang dia pegang. Sebab perlu disadari bahwa kini banyak terjadi pergeseran
nilai dari tugas dan fungsi advokat, yaitu dari pemberi bantuan hukum secara prodeo
menjadi pemberian jasa hukum secara profesional sehingga banyak praktik
menyimpang dari para advokat yang akhirnya membuat advokat tidak lagi menjadi
benteng hukum atau garda keadilan bahkan sebaliknya secara tidak sadar telah
menjadi provokator bidang hukum untuk sebuah kepentingan advokat dalam
memanfaatkan kliennya.73
Melihat fenomena terjadinya pergeseran nilai dari tugas dan fungsi advokat
seakan-akan kode etik profesi dalam hal ini Kode Etik Advokat Indonesia yang
mana pada pembukaannya disebutkan sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan
profesi yang menjamin dan melindungi serta membebankan kewajiban kepada setiap
advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya bisa
dikatakan tidak memiliki kekuatan yang maksimal bahkan pernah dalam suatu kasus
yang melibatkan seorang advokat senior yang sampai dicabut hak beracaranya oleh
Dewan Kehormatan namun putusan kode etik tersebut tidak memiliki pengaruh
71Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 179
72Baca al-Qur’an dan terjemahan surah al-Maidah/5: 2.
73Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, h. 182.
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apapun. Di dalam Kode Etik Advokat disebutkan ada empat (4) hukuman yang
diberikan terhadap advokat yang melanggar. Keempat sanksi tersebut yaitu: a)
peringatan biasa, b) peringatan keras, c) pemberhentian sementara untuk waktu
tertentu, dan d) pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat.74
Lemahnya penegakan Kode Etik Advokat Indonesia sesungguhnya bukan
berasal dari berat ringannya sanksi yang dapat dijatuhkan, tetapi lebih kepada
eksistensi profesi advokat sendiri dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang
belum bisa mewujudkan kebebasan dan kemandiriannya sebagai penegak hukum
yang setara dan sederajat dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim.75Agar masalah ini tidak
berlarut-larut dan tidak sampai menjatuhkan derajat profesi advokat, sebagaimana
yang diterangkan oleh Tandry LD dalam sebuah jurnal bahwa dipandang perlu bagi
setiap Pengurus Organisasi Advokat untuk menyadari dan berkenan menjauhkan
egosentrisnya dan duduk bersama-sama membentuk dan mendirikan sebuah wadah
yang memiliki kekuatan hukum dan berwenang untuk menegakkan kode etik profesi
advokat yakni Majelis Kehormatan Profesi Advokat Indonesia (MAKADIN) untuk
mengembalikan posisi advokat sebagai salah satu pilar penegak supremasi hukum
yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab agar betul-betul menjadi officium
nobileum.76
Salah satu tugas yang biasanya diberikan klien kepada kuasa hukumnya
sebagaimana yang tertuang dalam isi surat kuasanya adalah mewakili atau
melakukan mediasi dengan pihak lawan. Keberadaan kuasa hukum dalam proses
74Bagian Ketujuh Pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia.
75Tandry LD, “Kode Etik Advokat Yang Tak Berarti”, Varia Advokat 14, (September 2011),
h. 3.
76Tandry LD,  “Penegakan Kode Etik Profesi Advokat”, Varia Advokat 14, h. 33.
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mediasi dapat membantu kliennya apabila berhalangan hadir, apakah dikarenakan
kesibukan atau alasan lainnya. Keberadaan kuasa hukum memang sangat berarti,
karena dapat berpengaruh pada kesepakatan yang dihasilkan. Walaupun pada
dasarnya butir-butir kesepakan tersebut adalah hasil inisiatif kedua pihak sendiri.
Sejatinya, antara kuasa hukum dalam hal ini advokat dengan proses mediasi
adalah sesuatu yang bertolak belakang. Hal ini dikarenakan tidak sedikit dari para
kuasa hukum yang tidak menginginkan kliennya menyelesaikan sengketanya melalui
proses mediasi. Alasan sederhananya adalah terkait permasalahan honorarium yang
didapatkan. Terkait proses mediasi, ada dua (2) kemungkinan yang dilakukan oleh
para kuasa hukum dalam berinteraksi dengan kliennya.77 Pertama ,kuasa hukum
tidak mendukung kesepakatan melalui mediasi apabila melihat ada peluang untuk
meraih kemenangan dan mengalahkan pihak lawan. Kedua, kuasa hukum
mendukung proses mediasi apabila memandang bahwa keuntungan yang didapatkan
dari objek sengketa sangat besar bila diselesaikan dengan proses mediasi. Namun,
lagi-lagi kembali kepada jumlah honorarium yang akan diterima oleh kuasa hukum.
Diakui oleh banyak praktisi hukum bahwa semakin lama penyelesaian sengketa
maka akan semakin banyak pula jumlah rupiah yang akan didapatkan oleh advokat,
sebaliknya semakin cepat sengketa yang dia tangani itu selesai maka akan
berdampak pada minimnya jumlah rupiah yang akan masuk ke kantongnya. Hal ini
memang merupakan hal yang dilema bagi para advokat, di samping menjunjung
tinggi sikap profesionalismenya dalam menjalankan tugas, tapi di lain pihak
tuntutan ekonomi juga sangat layak untuk diperhatikan.
77Muhammad Safri T (24 Tahun), Koord. Divisi Penanganan Kasus Litigasi YLBH Makassar,
wawancara, Makassar, 2 Februari 2015.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah merupakan jenis field research
atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil
pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Penelitian ini tergolong penelitian
deskriptif kualitatif, di mana penulis menggambarkan penjelasan terkait masalah-
masalah yang terjadi berdasarkan objek yang diteliti dengan melalui wawancara dan
lain-lain.
Berdasarkan judul penelitian, maka lokasi penelitian yang dilakukan oleh
penulis ialah di Kota Makassar, tepatnya di Kantor YLBH Makassar, Jl. Ujung Bori
Ruko Borong Bisnis Centre C13 Makassar.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu
suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam.
Selain itu, peneliti juga memakai pendekatan sosiologis, yaitu suatu
pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan
obyek yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dalam
hal ini di kantor YLBH Makassar untuk meneliti dan mengamati gejala-gejala yang
terjadi berdasarkan objek yang diteliti.
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C. Sumber Data
Data-data yang menjadi bahan penyusunan skripsi oleh penulis diperoleh
melalui beberapa sumber data. Adapun sumber data yang dimaksud antara lain:
1. Data Primer
yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu responden/
informan di lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah
merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya
diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk
dijawab.1 Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara
bebas, yaitu penulis hanya mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan-
pertanyaan yang mengundang jawaban atau komentar subjek secara bebas.2 Dalam
hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan menetapkan daftar pertanyaan
terlebih dahulu sebagai pedoman yang selanjutnya ditambahkan beberapa variasi
pertanyaan dan tentunya hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat
wawancara dilakukan.
2. Data Sekunder
Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan mediasi dan prosesnya
serta buku-buku lain yang relevan dengan objek yang diamati termasuk juga di
dalamnya undang-undang.
1Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002),
h. 130.
2Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, h. 139
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D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mendukung
penyelesaian skripsi adalah sebagai berikut:
1. Metode studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mencari,
mengumpulkan dan mengkaji beberapa referensi yang relevan dengan
pembahasan, serta mengambil bahan-bahan tertulis atau kutipan dari beberapa
pendapat para ahli dalam setiap karyanya yang ada kaitannya dengan objek
yang diteliti.
2. Metode studi lapangan (Field Research), yaitu metode pengumpulan data di
mana peneliti terjun langsung ke lapangan (dalam hal ini peneliti menetapkan
kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Makassar sebagai lokasi
penelitian) guna mendapatkan data-data terkait objek yang diteliti dengan
menggunakan beberapa metode berikut:
a. Observasi Partisipatif, yaitu suatu cara pengumpulan data di mana peneliti
mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan terkait masalah-masalah
yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini. Fokus perhatian paling esensial dari
penelitian kualitatif adalah pemahaman dan kemampuan dalam membuat makna
atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak.3 Maka dari itu,
pengamatan secara langsung dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk melihat
secara langsung keadaan yang sebenarnya dan memperoleh gambaran tentang
objek yang diteliti secara nyata dan benar sehingga diperoleh suatu pemahaman.
b. Wawancara (interview), yaitu melakukan Tanya-jawab secara langsung dengan
beberapa responden/ informan di lapangan untuk memperoleh informasi mengenai
3Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kulitatif, h. 122.
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pola mekanisme pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para kuasa hukum atau
advokat dalam mewakili kliennya.
c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen baik berupa tulisan (undang-undang dan keputusan) maupun gambar,
khususnya dokumen-dokumen tentang kasus yang pernah ditangani oleh advokat.
Beberapa metode pengumpulan data di atas digunakan tidak lain untuk
melengkapi teknik wawancara dan observasi karena pada dasarnya teknik-teknik
pengumpulan data tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.
Misalnya, data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dilengkapi dengan data-
data hasil observasi dan diperkuat dengan data-data hasil dokumentasi.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat peneliti utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu
sendiri. Namun demikian, sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, peneliti
dalam melakukan penelitian tidak lepas dari beberapa peralatan yang digunakan.
Adapun beberapa pelatan yang dimaksud oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Buku Pedoman Wawancara, adalah sebuah buku yang berfunsi sebagai
pedoman dasar dalam melakukan wawancara. Dalam buku ini memuat tata
cara pelaksanaan wawancara yang dimulai dari teknik membuat pertanyaaan
utama sampai pada teknik wawancara itu sendiri.
2. Buku Catatan dan Alat Tulis, yaitu peralatan yang berfungsi untuk mencatat
percakapan atau informasi yang didapatkan pada saat peneliti melakukan
wawancara dengan informan.
3. Kamera, yaitu alat untuk mengambil gambar.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah
teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan
informasi yang terkait proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum kemudian
menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan
terhadap permasalahan yang diamati.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Tentang YLBH Makassar
1. Sejarah Singkat Berdirinya YLBH Makassar
Berdirinya YLBH Makassar diawali dengan adanya kebutuhan masyarakat
akan bantuan hukum yang sangat besar, sementara hal itu tidak sebanding dengan
jumlah lembaga bantuan hukum yang pada saat itu sangat minim sehingga membuat
masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum mengalami kesulitan. Hal inilah
yang menimbulkan inisiatif bapak Mappinawang, SH bersama dengan bapak Dr.
Abraham Samad, SH., MH untuk bersama-sama mendirikan sebuah lembaga
advokat. Inisiatif tersebut mendapat respon positif dari beberapa kalangan praktisi
hukum di antaranya Prof. Dr. Aswanto, SH., MH, Dr. Hamid Paddu, Supri Laude,
SH, May Januar, SE, dan Wahyudi, SE. Mereka inilah yang secara bersama-sama
berusaha sehingga berdirilah sebuah lembaga yang kemudian diberi nama Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Makassar dengan mengangkat salah seorang
advokat senior bernama Adnan Buyung Azis, SH. sebagai diruktur utama dan masih
menjabat sampai sekarang. Pada awalnya, YLBH Makassar bertempat Kantor di
JL.Bougenvile Raya No. 5 Makassar. Namun untuk saat ini, YLBH Makassar
beralamat kantor di Jl. Ujung Bori Ruko Borong Bisnis Centre C13 Makassar.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Makassar dibentuk pada tanggal
17 Juni 2004 berdasarkan tuntutan eksternal yang mengharuskan memberikan
bantuan hukum secara cepat kepada masyarakat miskin oleh karena minimnya
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lembaga yang konsen terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Di
sisi lain, kondisi sosial, politik, dan hukum yang melemahkan masyarakat terkhusus
petani, nelayan, buruh miskin perkotaan serta lemahnya posisi perempuan dan anak
untuk mengakses dalam berbagai bidang khususnya ekonomi, sosisal, politik, dan
hukum.
Keberadaan Yayasan Lembaga Bantuan (YLBH) Makassar ini diharapkan
memberikan solusi dari permasalahan minimnya lembaga bantuan hukum dan dapat
membuka akses bagi siapa saja yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Harapan
tersebut bukanlah harapan yang sia-sia, karena terbukti dari banyaknya kasus yang
diterima dan ditangani pihak YLBH Makassar sejak mulai berdirinya sampai
sekarang. Adnan Buyung Azis, SH., seorang advokat senior yang juga menjabat
sebagai direktur utama YLBH Makassar, mengatakan bahwa terhitung sedikitnya
ada sekitar 50 kasus yang diterima dan ditangani dalam tiap tahunnya.1 Kasus-kasus
tersebut terdiri atas kasus pidana, kasus perdata, dan pelanggaran HAM. Adapun
perbandingan kasus yang ditangani adalah 5 : 3 : 1, artinya 5 untuk kasus pidana, 3
untuk kasus perdata, dan 1 untuk kasus TUN. Jika dijumlahkan semua kasus yang
diterima mulai awal berdirinya YLBH Makassar sampai sekarang, maka akan
didapatkan sekitar 500 kasus. Artinya bahwa dalam kurung waktu 10 tahun berdiri,
YLBH Makassar telah menerima dan menangani sebanyak 500 kasus.
Dalam perjalanannya selama 10 tahun terakhir ini, sepak terjang YLBH
Makassar telah menangani banyak kasus, baik dari dalam maupun luar pulau
Sulawesi. Dari pemantauan penulis di lapangan, YLBH Makassar pernah menangani
kasus dari Kalimantan, Jawa, Pupua dan daerah lain. Bisa dikatakan bahwa YLBH
1Adnan Buyung Azis (45 tahun), Direktur Utama YLBH Makassar, Wawancara, Makassar,
20 Januari 2015.
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Makassar tidak memilih-milih kasus yang akan ditangani, sepanjang memenuhi
persyaratan untuk ditindak lanjuti maka pihak YLBH Makassar akan bergerak
dengan prinsip profesionalisme. Adapun dalam hal pembiayaan operasional kantor,
dana yang digunakan oleh YLBH Makassar berasal dari dua (2) sumber utama yaitu,
Pertama, Donatur dengan melalui program kerjasama seperti lokakarya, workshop,
dan program kerjasama lainnya. Kedua, Klien (khusus kepada klien yang dianggap
mampu).
Untuk mewujudkan visi-misinya, YLBH Makassar memiliki jumlah Sumber
Daya Manusia (SDM) sebanyak 25 advokat yang profesional, namun sebagian besar
dari mereka sudah jalan sendiri dan tidak lagi bergantung pada YLBH Makassar
karena sudah memiliki lembaga masing-masing. Hal itu dikarenakan YLBH
Makassar adalah lembaga yang berbasis kaderisasi, mereka yang memiliki potensi
direkrut kemudian diberikan pembinaan yang selanjutnya ketika mereka sudah
dianggap mampu untuk menangani kasus maka mereka pun diberikan keleluasaan
untuk bergerak sendiri. Namun, sebagian lagi tetap fokus pada YLBH Makassar.
Bisa dikatakan bahwa YLBH Makassar adalah induk dari beberapa lembaga advokat
di makassar, karena tidak sedikit di antara advokat tersebut adalah anak didikan
YLBH Makassar.
Sebagaimana organisasi-organisasi pada umumnya yang memiliki struktur
organisasi dalam menjalankan fungsinya, YLBH Makassar pun demikian. Awalnya,
struktur yang ada hanya terdiri atas direktur, sekertaris, dan bendahara sebagai
pengurus inti. Namun, dalam perkembangan selanjutnya telah ada pembagian tugas
dan masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan kinerja masing-masing.
Pembagian tersebut dilakukan agar setiap SDM memiliki fokus kerja di bidangnya
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masing-masing. Namun bukan berarti bidang yang satu tidak memiliki campur
tangan sama sekali karena setiap perkara yang diterima, pihak YLBH Makassar akan
membedahnya secara bersama-sama, apa dan bagaimana langkah yang akan
dilakukan. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi YLBH Makassar dapat dilihat
sebagai berikut:
Direktur Utama : Adnan Buyung Azis, SH.
Sekertaris : Mursalim Djalil, SH, MH
Bendahara : Hj. Bannare, SH
Divisi-divisi :
 Kesekretariatan/ administrasi : LorenciusDuradja
 Penanganan Kasus Litigasi : Muh. Safri, T. SH.i
 Penanganan Kasus Nonlitigasi : Moh. Maulana, SH
 Riset dan Penelitian : Nursari, SH
Tim Work :
 Ahmad Rianto, SH.
 Muhammad Arman, SH.
 ST. Aisya, SH.
 Sirul Haq, SH.
 Jumalia
 Hj. Nanna
Setiap kasus yang masuk, pihak YLBH Makassar terlebih dahulu
mengadakan identifikasi kasus tersebut apakah layak untuk ditindak lanjuti atau
ditolak. Hal ini dilakukan karena tidak semua kasus yang masuk dapat langsung
diterima dan ditindak lanjuti begitu saja. Setiap kasus yang masuk harus memenuhi
persyaratan agar dapat ditindak lanjuti. Hal ini dilakukan agar dikemudian hari,
kasus tersebut tidak mengambang dan mudah untuk dilakukan upaya hukum. Jika
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telah memenuhi persyaratan, maka pihak YLBH Makassar akan metindak lanjuti dan
bergerak dengan profesional.
Dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan bantuan hukum, pihak
YLBH Makassar melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan
setiap SDM dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bekerja berdasarkan nilai-
nilai kerja yang ada dalam YLBH Makassar yakni; kejujuran, non diskriminasi,
partisipasi, transparan, akuntable, non kekerasan, independen, dan imparsial.
Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada
imbalan (pendapatan).2 Artinya bahwa mendahulukan apa yang harus dikerjakan,
sedangkan urusan berapa bayaran yang diterima adalah hal yang kedua. Seorang
profesional akan selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil.3 Baik dalam artian
menjalankan profesinya dengan penuh kesungguhan dan tidak sembrono, benar
artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan dan adil sebagai bentuk perwujudan tidak melanggar hak
pihak lain. Hal inilah yang juga diperjuangkan oleh pihak YLBH Makassar dalam
melaksanakan tugasnya.
Perlu dipahami bahwa adanya undang-undang tentang Bantuan Hukum
menjadi babak baru bagi upaya penegakan hukum yang lebih fair dan adil di
Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Undang-
undang tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas bantuan hukum
bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.4 Hal inilah yang saat
2Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Cet. III; Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2006), h. 59.
3Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, h. 60.
4Baca Huruf B Konsideran Menimbang UU RI No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
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ini tengah digodok oleh pihak YLBH Makassar. Tentunya dalam usaha
mengimplementasikan undang-undang tersebut, pihak YLBH Makassar selalu
berdasar pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui. Prinsip-prinsip
tersebut yaitu: prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk
memilih pengacara/ pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses
bantuan hukum di setiap pemeriksaan dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.5
Kasus yang ditangani tidaklah dibeda-bedakan. Artinya adalah pihak YLBH
Makassar dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan bantuan hukum tidaklah
memilih-milih kasus yang akan diproses. Sebagaimana yang dijelaskan dalam
undang-undang bahwa penerima jasa bantuan hukum adalah mereka yang tergolong
orang miskin.6 Muh. Safri, T. SH.i, seorang advokat dari YLBH Makassar yang
diberikan amanah sebagai ketua divisi penanganan kasus litigasi, menyebutkan
bahwa orang miskin yang dimaksud adalah orang miskin secara ekonomi dan juga
orang miskin secara politik.7 Artinya bahwa bantuan hukum bukan hanya diberikan
kepada orang miskin secara ekonomi tetapi juga orang miskin secara politik. Hanya
saja, yang membedakan antara kedua golongan ini adalah pada saat proses
adminstrasi perkaranya saja. Orang miskin secara ekonomi haruslah menyertakan
surat keterangan tidak mampu (SKTM)8 dari lurah, kepala desa atau pejabat yang
setingkat pada saat proses registrasi untuk mendapatkan bantuan hukum secara
5FOKUS, Bantuan Hukum Untuk Semua, (2012), h. 5.
6Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
7Muh. Safri T (24 tahun), Koord. Divisi Penanganan Kasus Litigasi YLBH Makassar,
Wawancara, Makassar, 2 Februari 2015.
8Pasal 14 ayat (1) poin (c) UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
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cuma-cuma. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan alur registrasi untuk
mendapatkan bantuan hukum berikut:
Gambar (1) : Jalur proses untuk mendapatkan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari
YLBH Makassar
Dari gambar di atas, dapat kita pahami bahwa tidak semua kasus yang masuk
itu dapat diterima dan ditindak lanjuti karena adanya beberapa persyaratan.
Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan untuk dikategorikan sebagai kasus
perdata, pidana, TUN dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan dalam undang-
undang. Adapun registrasi penanganan kasus untuk lebih jelas dapat dilihat dari
table berikut:
Klien = Membawa Surat
Keterangan Tidak
Mampu dari RT/RW
Kasus ditolak
karena tidak
memenuhi
persyaratan
Identifikasi kasus oleh
Anggota YLBH Makassar
Kasus diterima untuk
ditindak lanjuti sebagai
berikut: kasus pidana,
perdata, perburuhan,
TUN dll
Bantuan Hukum
Advis
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No Status Sosial Batas Wilayah Kerja
Biaya
Operasional Ket
1. Miskin Makassar, Gowa, Maros
Surat
Keterangan
Tidak Mampu
Dikondisikan
2. Miskin Makassar, Gowa, Maros 1 - 5 Juta Dikondisikan
3. CukupMampu
Gowa, Takalar,
Jeneponto, Maros,
Makassar, Pangkep,
Barru
5 – 15 Juta Dikondisikan
4. Mampu Tentatif 15 – Ke atas
(dikondisikan)
Dikondisikan
Tabel (1) :Daftar registrasi penanganan perkara oleh YLBH Makassar
Tabel di atas memberikan gambaran bahwa terdapat batas-batas tertentu
dalam tiap penanganan suatu kasus. Adanya batasan wilayah kerja sangat
dipengaruhi oleh biaya oparasional yang dikeluarkan oleh pihak YLBH Makassar.
Sebut saja untuk penanganan kasus dari golongan orang miskin, batas kerja meliputi
Gowa, Makassar, dan Maros saja. Hal ini dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan
baik dari segi transportasi, konsumsi anggota, foto copy serta biaya-biaya lain yang
menyangkut kasus yang ditangani. Sedangkan biaya yang ada hanya sekitar 1 – 5
juta saja sehingga sangat memungkin untuk dilakukan pembatasan wilayah kerja
dari setiap kasus. Terlebih lagi untuk golongan miskin yang pada proses registrasi
hanya melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maka dana yang
digunakan sebelumnya adalah dana talangan yang dimiliki yayasan. Adapun dana
yang selanjutnya didapatkan dari negara untuk golongan ini menurut informasi yang
didapatkan dari bapak Adnan Buyung Azis, SH. hanyalah sekitar 2 juta rupiah. Dana
2 juta rupiah menurutnya tidaklah cukup digunakan untuk membiayai seluruh proses
penanganan kasus jika di luar batas yang ditentukan, karena yayasan akan
mengalami defisit atau tekor jika memaksakan hal itu. Untuk menyiasati hal itu,
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maka dana yang digunakan untuk menutupi biaya penanganan kasus dari klien yang
tidak mampu diambil dari kelebihan dana yang digunakan dalam menangani kasus
klien yang mampu, itupun jika ada kelebihan. Artinya bahwa dilakukan subsidi
silang dalam hal pembiayaan penanganan kasus.
Terkait persoalan imbalan jasa yang akan diterima oleh anggota YLBH
Makassar, bukanlah menjadi persoalan yang utama. Karena menurut Safri, T. S.Hi,
bagi kami anggota YLBH Makassar akan ikut merasa puas jika klien mendapatkan
kembali apa yang seharusnya menjadi haknya. Persoalan imbalan berupa materi
hanya bersifat nilai tambah yang kadang didapatkan tapi juga kadang tidak
didapatkan. Sekali lagi, yang paling penting dari dasar kinerja dari anggota YLBH
Makassar adalah bagaimana memberikan pelayanan jasa bantuan hukum secara
profesional dan memuaskan bagi klien.
2. Visi Dan Misi YLBH Makassar
Lembaga yang didirikan oleh atas inisiatif Mappinawang, SH dan Dr.
Abraham Samad, SH., MH ini adalah suatu organisasi advokat yang memiliki tugas
memberikan pelayanan bantuan hukum bagi siapa saja yang membutuhkan.
Sebagaimana organisasi-organisasi lainnya yang memiliki visi dan misi, YLBH
Makassar juga memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya yakni sebagai
berikut:
a. Visi YLBH Makassar
1) Terwujudnya transformasi politik kea rah yang lebih demokratis sebagai upaya
membongkar tatanan dominasi negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat
yang berprespektif gender.
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2) Mewujudkan sistem hukum dan administrasi hukum yang menjamin
partisispasi masyarakat dalam menentukan setiap keputusan politik terutama
yang berkaitan dengan kepentingan politik.
b. Misi YLBH Makassar
Selain visi yang dijelaskan di atas, YLBH Makassar dalam mewujudkan
visinya tersebut mengemban misi di antaranya sebagai berikut:
1) Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai kedaulatan
rakyat dan negara.
2) Hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial kepada seluruh lapisan
masyarakat.
3) Mendorong tumbuhnya sikap kritis rakyat dalam merumuskan dan
mengekspresikan kepentingannya.
4) Mendorong tumbuhnya organisasi rakyat sebagai sarana perjuangan kolektif.
5) Mendorong kondisi awal yang mendukung usaha-usaha mengadakan
pembaharuan hukum yang tanggap terhadap keutuhan masyarakat.
3. Prinsip-Prinsip Perjuangan YLBH Makassar
Dalam rangka menjaga keindependensian dalam menjalankan tugas-tugasnya,
YLBH Makassar memiliki beberapa prinsip perjuangan di antaranya sebagai berikut:
a. Layanan bantuan hukum diberikan pada golongan yang tidak mampu dari segi
ekonomi (miskin) dan ketidakmampuan dari sisi politik.
b. Pengabdi hukum, menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya
perbuatan yang melawan hukum dan tidak berkompromi dengan pelanggaran
hukum.
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c. Pengabdi hukum selalu mendahulukan kepentingan kolektif dari pada
kepentingan pribadi.
d. Dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan visi YLBH Makassar, para
aktivis tidak dibenarkan berkompromi dengan ketidak adilan dan pelanggar
HAM.
Prinsip perjuangan yang dipegang oleh YLBH Makassar pada dasarnya
mengacu pada kode etik yang ada. Dalam hal ini adalah Kode Etik Advokat.
Anggota YLBH Makassar selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan
mengedepankan profesionalisme kerja serta asas-asas yang terkandung dalam UU RI
No. 16 Tahun 2011 yakni; keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum,
keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas. Hal ini dilakukan agar para
klien mendapatkan kepuasan atas pelayanan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh
pihak YLBH Makassar.
B. Mekanisme Proses Mediasi Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum YLBH Makassar
Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan setidaknya
memiliki dua (2) landasan yuridis, yaitu Undang-Undang RI No. 30. Tahun 1999 dan
PP RI No. 54 Tahun 2000. UU RI No. 30. Tahun 1999 menyebutkan bahwa
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui proses arbitrase
atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi,
negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilaian ahli. Adapun PP RI No. 54 Tahun 2000
lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase.
Dengan adanya dua (2) landasan yuridis ini, para pihak bebas memilih dan
menyelenggarakan penyelesaian sengketanya melalui jalur mana saja.
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Penyelesaian sengketa melalui mediasi walaupun dilakukan di luar
pengadilan, akan tetapi bukan berarti tidak ada kaitan sama sekali dengan
pengadilan. Menurut apa yang disampaikan Muh. Safri T, S.Hi. bahwa mediasi yang
dilakukan di luar pengadilan tetap memiliki kaitan dengan pengadilan, khususnya
menyangkut hasil kesepakatan dari kedua belah pihak yang sedang berperkara.
Butir-butir hasil kesepakatan dari proses mediasi yang tertuang dalam akta
perdamaian yang lengkap dengan tandatangan dari pihak yang terkait, baik para
pihak, maupun pihak ketiga yang bertindak selaku mediator tersebut kemudian
diserahkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau bahkan salah satu pihak
kepada panitera di pengadilan untuk didaftarkan dan selanjutnya dikeluarkan
penetapan oleh hakim yang ditunjuk sehingga akta perdamaian tersebut
mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat.9
Sejatinya, menyangkut proses pelaksanaan mediasi baik di dalam maupun di
luar persidangan telah tertuang dalam undang-undang. Prosedur dan tahap
pelaksanaan mediasi di dalam persidangan diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14
PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi
dalam persidangan biasanya terbagi dalam dua (2) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan
tahap pelaksanaan mediasi. Tahap pra mediasi adalah tahap di mana para pihak
mendapat tawaran dari hakim untuk memilih jalur mediasi sekaligus diberikan
pilihan untuk menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu para
pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.10 Sedangkan tahap pelaksanaan
9Muh. Safri T (24 tahun), Koord. Divisi Penanganan Kasus Litigasi YLBH Makassar,
Wawancara, Makassar, 2 Februari 2015.
10Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Cet.
II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 321.
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mediasi adalah tahapan di mana mediator memulai proses mediasi dengan diawali
dengan penyerahan resume atau fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara
serta surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan sengketa oleh para pihak
kepada mediator untuk dipelajari.
Adapun prosedur dan tahapan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan
diatur dalam pasal 6 UU RI No. 30 Tahun 1999 dan pasal 20 sampai pasal 24 PP RI
No. 54 Tahun 2000. Dalam pasal 6 UU RI No. 30 Tahun 1999 menyebutkan:
1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui
alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan
langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan
hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa
atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat
ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil
mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah
lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengeketa untuk
menunjuk seorang mediator.
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5. Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi
harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis
yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah
final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta
wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan
ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara
tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase
ad-hoc.
Adapun dalam pasal 20 PP RI No. 54 Tahun 2000 menyebutkan proses
mediasi yang diawali dengan pemilihan dan penunjukan mediator dari lembaga
penyedia jasa oleh para pihak yang bersengketa. Mediator yang telah ditunjuk
selanjutnya sesegera mungkin untuk melakukan proses mediasi dengan melibatkan
kedua belah pihak sebagai aktor utama dalam merumuskan butir-butir kesepakatan.
Selanjutnya bila memang terjadi kesepakatan maka butir-butir kesepakatan
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dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterei yang
selanjutnya ditandatangani oleh pihak yang terkait, baik kedua belah pihak maupun
mediator sebagai pihak ketiga. Perjanjian tertulis hasil dari kesepakatan kedua belah
pihak selanjutnya oleh mediator atau salah satu pihak diserahkan dan didaftarkan ke
panitera pengadilan negeri untuk mendapatkan akta perdamaian yang mempunyai
kekuatan hukum tetap. Dengan dikeluarkannya akta perdamaian maka sengketa
yang melibatkan kedua belah pihak dianggap telah selesai dan tidak dapat lagi
dilakukan upaya hukum selanjutnya. Hal inilah sehingga dikatakan bahwa hasil
kesepakatan dari proses mediasi bersifat mengikat dan final.
Pihak YLBH Makassar dalam melaksanakan tugas hanya bertindak untuk dan
atas nama  kliennya, sehingga dalam proses mediasi para kuasa hukum YLBH
Makassar hanya berposisi sebagai wakil dari kliennya. Catatan yang harus
diperhatikan bahwa pihak YLBH Makassar tidak pernah bertindak sebagai mediator
dalam penyelesaian sengketa. Kehadiran kuasa hukum YLBH Makassar dalam
proses mediasi biasanya atas permintaan kliennya sendiri baik karena berhalangan
hadir ataupun tidak. Walaupun demikian, dalam aturan disebutkan bahwa kehadiran
kuasa hukum dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak yang
terkait, termasuk pihak lawan.11 Oleh karena kuasa hukum YLBH Makassar dalam
proses mediasi hanya bertindak sebagai wakli dari salah satu pihak yang menjadi
kliennya, sehingga dalam prosedur dan tahapan mediasi yang dilakukan hanya
mengikut pada format prosedur dan tahapan yang dimainkan oleh mediator yang
ditunjuk. Hal ini dikarenakan dari pengalamannya dalam mewakili klien, para kuasa
hukum sering mendapatkan format prosedur mediasi yang berbeda dari sebelumnya.
11Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h.
323.
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Ditambah lagi dari beberapa pengalaman para kuasa hukum, mediator yang ditunjuk
berasal dari kalangan yang berbeda-beda.
Mediator yang biasanya ditunjuk dalam proses mediasi di luar pengadilan
oleh para pihak yang bersengketa adalah dari unsur DPR dan pemerintah. Sedangkan
untuk mediasi di pengadilan, mediator yang ditunjuk adalah hakim bersertifikat
mediator yang bertugas pada pengadilan tersebut. Namun demikian, umumnya
prosedur mediasi yang biasa dilakukan oleh pihak YLBH Makassar dalam mewakili
kliennya adalah sebagai berikut:
1. Prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan
Pada proses mediasi yang dilakukan di pengadilan, mediator yang ditunjuk
adalah hakim bersertifikat mediator yang bertugas pada pengadilan tersebut yang
bukan pemeriksa perkara pada persidangan tersebut. Adapun prosedur dan
tahapannya mediasi yang diikuti pihak YLBH Makassar adalah sebagai berikut:
a. Tahap pra mediasi
Sebelum melakukan mediasi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan baik
para kuasa hukum dari YLBH Makassar dengan kliennya maupun pihak lawan,
yaitu:
1) Hakim memberikan penjelasan tentang mediasi serta pentingnya dalam
penyelesaian sengketa.
2) Para pihak diberikan tawaran oleh hakim pemeriksa perkara untuk memilih dan
menunjuk mediator yang tersedia.
3) Kuasa hukum dan klien melakukan perundingan secara internal untuk
membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proses mediasi yang akan
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berlangsung termasuk pada butir-butir yang akan ditawarkan pada kesepakatan
dengan pihak lawan.
b. Tahap pelaksanaan mediasi
1) Para pihak menyerahkan fotocopy dokumen dan berkas lainnya yang berkaitan
dengan perkara yang sedang diperiksa kepada mediator sebagai informasi awal
bagi mediator terkait masalah yang sedang dipersengketakan.
2) Mediator dan para pihak melakukan kesepakatan tentang penentuan jadwal
pertemuan.
3) Mediator memberikan penjelasan tentang posisi dan peran yang akan
dimainkannya pada saat proses mediasi berlangsung.
4) Mediator memberikan masing-masing kesempatan kepada para pihak untuk
memberikan penjelasan tentang duduk perkara secara bergantian.
5) Setelah mediator memahami duduk perkara yang sebenarnya, selanjutnya
memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bernegosiasi dalam
hal tawar-menawar butir kesepakatan. Adapun mediator pada saat itu berperan
sebagai pemandu yang menjembatani jalannya mediasi agar tetap berjalan
dalam suasana yang damai.
6) Bila telah mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator
diarahkan untuk merumuskan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati
kedua belah pihak dalam bentuk tulisan yang selanjutnya ditandatangani oleh
para pihak serta memuat klausula tentang pencabutan perkara atau pernyataan
bahwa perkara telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi.
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2. Prosedur dan tahapan mediasi di luar pengadilan
Proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan pada pelaksanaannya
tidaklah jauh berbeda dengan mediasi yang dilakukan di pengadilan. Adapun
prosedur mediasi yang dilakukan di luar pengadilan adalah sebagai berikut:
a. Tahap Pra Mediasi
1) Kuasa hukum dan kliennya melakukan perundingan internal terlebih dahulu.
Maksudnya untuk membicarakan penunjukan mediator serta hal-hal yang akan
menjadi butir-butir kesepakatan antara kliennya dengan pihak lawan.
2) Para pihak sama-sama menunjuk mediator untuk bertindak sebagai pihak
ketiga.
3) Para pihak mengadakan pertemuan dengan mediator yang ditunjuk untuk
membahas peran mediator, prosedur, waktu, tempat, biaya pelaksanaan
mediasi.
b. Tahap Mediasi
1) Pada waktu yang ditentukan, mediator memanggil para pihak yang berperkara
dan meminta dokumen-dokumen terkait sengketa yang melibatkan keduanya.
2) Mediator meminta kedua belah pihak untuk bergantian memberikan penjelasan
terkait duduk perkara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi serta
menggali apa yang sebenarnya menjadi duduk permasalahan sehingga berujung
pada sengketa.
3) Mediator menarik kesimpulan dan kemudian menawarkan solusi penyelesaian
sengketa serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
menyampaikan keluhan serta kebutuhan dari pihak yang bersengketa.
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4) Mediator menjalin hubungan komunikasi timbal-balik dengan para pihak.
Hubungan timbal-balik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
5) Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling tawar-
menawar butir kesepakatan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-
masing. Menurut Roy J. Lewicky, para pihak akan berusaha mencari-cari fakta
untuk mendukung pendapatnya masing-masing.12 Maka dari itu mediator harus
pandai menilai mana informasi yang berupa fakta dan mana yang bukan.
c. Tahap Akhir Mediasi
1) Apabila proses negosiasi dalam hal tawar-menawar butir kesepakatan antara
kedua belah pihak berhasil tercapai, selanjutnya butir-butir kesepakatan tadi
dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang kemudian ditandatangani oleh
masing-masing pihak baik pihak yang bersengketa maupun mediator.
2) Dokumen yang berisi butir-butir kesepakatan yang dilengkapi dengan
tandatangan dari pihak yang terkait dalam proses mediasi selanjutnya oleh
mediator atau salah satu pihak didaftarkan ke panitera pengadilan untuk
dibuatkan akta autentik sehingga mendapatkan kekuatan hukum tetap dan
mengikat.
3) Adapun jika dalam proses negosiasi tidak tercapai sebuah kesepakatan
dikarenakan sesuatu dan lain hal, para pihak mengakhiri mediasi dengan
12Roy J. Lewisky, Essential of Negotiation (Boston: McGraw-Hill Irwan, 2001), h. 47.
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mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi dan selanjutnya mediator
mengumumkan bahwa proses mediasi telah gagal.
Sebagai catatan, biaya yang keluar dari proses mediasi yang dilakukan di luar
pengadilan seluruhnya dibebankan kepada kedua belah pihak. Selain itu, mediasi
yang dilakukan di luar pengadilan, dalam kesepakatan yang dihasilkan tidak perlu
memuat klausula tentang pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai
karena sengketa yang sedang diselesaikan belum didaftarkan ke pengadilan sehingga
tidak termasuk bagian dari pemeriksaan perkara di pengadilan.
Modal utama dari kesuksesan sebuah proses mediasi adalah adanya iktikad
baik dari kedua belah pihak dalam melaksanakan mediasi karena tanpa adanya
iktikad baik maka mustahil kesepakatan akan tercapai. Selain itu, adanya komitmen
dari seluruh pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai akan mempermudah
jalannya proses mediasi.
Sejatinya, seorang advokat akan berusaha untuk melakukan yang terbaik
untuk kliennya. Hal ini kembali kepada permasalahan fee atau bayaran yang akan
diterima. Seorang advokat biasanya akan memikirkan matang-matang bila kliennya
hendak melakukan mediasi. Apabila menilai bahwa jalur mediasi kurang
menguntungkan kliennya maka advokat akan menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan hasil yang akan tercapai, kecuali apabila memang telah terjadi
kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu antara klien dengan kuasa hukumnya
maka jalur mediasi pun akan ditempuh.
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C. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Mediasi Yang Diwakili Oleh
Kuasa Hukum YLBH Makassar.
Dalam pelaksanaan proses mediasi, tidak semua berakhir dengan kesepakatan.
Bahkan tidak jarang proses mediasi mengalami kegagalan. Biasanya, kegagalan
tersebut terjadi di tengah-tengah jalannya proses mediasi. Adapun faktor yang
mempengaruhi kegagalan mediasi juga bermacam-macam karena bisa saja berasal
dari para pihak itu sendiri yang sama-sama mempertahankan sifat egosentrisnya
dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Di lain sisi,
eksistensi dari mediator juga ikut dipertanyakan, hal ini menyangkut integritas dan
kemampuannya dalam menjembatani jalannya proses mediasi.
Di berbagai proses mediasi yang mana advokat dari YLBH Makassar ikut
dilibatkan, tidak sedikit kendala atau hambatan yang ditemukan sehingga berujung
pada gagalnya proses mediasi. Selama melakukan penelitian, baik melalui wawancara
maupun pengamatan langsung di lapangan pada saat penulis melakukan praktikum,
terdapat beberapa kendala atau hambatan pada saat proses mediasi baik sebelum
maupun pada saat mediasi berlangsung. Adapun beberapa contoh kendala atau
hambatan yang biasanya advokat temui pada saat mewakili kliennya dalam proses
mediasi di antaranya sebagai berikut:
1. Pesanan dari klien. Adanya klien yang tidak memiliki keinginan untuk
menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi merupakan faktor utama dari
tidak tercapainya kesepakatan. Biasanya klien berpesan kepada kuasa
hukumnya untuk bagaimana supaya proses mediasi mengalami kegagalan
sehingga proses penyelesaian sengketa kembali diputus oleh hakim di
pengadilan. Hal ini biasanya dilakukan oleh klien jika merasa yakin bahwa
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putusan pengadilan akan memenangkan dirinya dan mendatangkan keuntungan
yang lebih banyak baginya dibandingkan jika sengketa diselesaikan melalui
proses mediasi.
2. Penunjukan mediator yang susah. Hambatan kedua yang membuat kesepakatan
dalam proses mediasi mengalami kegagalan adalah sulitnya menentukan
mediator yang pas dan sesuai dengan sifat perkara. Perlu diketahui bahwa tidak
semua hakim di Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama menjadi mediator memiliki sertifikat atau bahkan tidak pernah
mengikuti pelatihan sehingga cara-cara penanganan tidaklah sesuai sehingga
tidak jarang para pihak tidak puas. Pengalaman penulis di lapangan pada saat
melakukan praktikum membuktikan bahwa biasanya memang para pihak
diberikan kewenangan untuk menunjuk sendiri mediator yang akan
menfasilitasi mereka dalam proses mediasi. Namun, di sini hakim yang
menawarkan penunjukan mediator tidaklah memberikan gambaran seperti apa
pengalaman para hakim tersebut dalam proses mediasi. Hakim pemeriksa
perkara hanya menunjukkan daftar nama-nama hakim yang bisa dipilih dan
ditunjuk untuk menjadi mediator. Mediasi di luar pengadilan pun demikian.
Sangat sulit untuk memilih dan menunjuk seseorang yang netral atau tidak
memihak untuk menjadi mediator. Memang sudah banyak lembaga alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun lagi-lagi kualitas dan
komitmen seorang mediator harus tetap patut dipertimbangkan mengingat peran
mediator dalam proses mediasi sangatlah urgen.
3. Penentuan waktu dan tempat yang tidak intensif. Menentukan waktu dan tempat
pelaksanaan mediasi dapat pula menjadi hambatan dikarena beberapa hal.
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Alasan banyaknya kesibukan lain dari para pihak membuat mediator sulit
dalam menentukan waktu yang sangat cocok. Terkadang di lapangan proses
mediasi tertunda oleh karena adanya salah satu pihak yang tidak datang dengan
alasan adanya kepentingan lain yang tidak kalah pentingnya. Persoalan tempat
pun demikian, pemilihan tempat biasanya identik dengan biaya yang
dikeluarkan mengingat untuk mediasi di luar pengadilan biaya ditanggung oleh
kedua belah pihak kecuali ada kesepakatan lain. Sangat sulit mencari ruang atau
tempat dengan suasana yang pas untuk mengadakan perundingan sehingga hal
ini dapat mempengaruhi jalannya proses mediasi.
4. Kurangnya komitmen dari para pihak untuk berdamai. Sering kali ada salah
satu pihak yang tiba-tiba menyatakan mundur di tengah-tengah pelaksanaan
mediasi. Mediasi sering dianggap sebagai ajang percobaan untuk melihat sejauh
mana kekuatan dari pihak lawan. Saat mengetahui kelemahan pihak lawan dan
yakin bila penyelesaian di pengadilan akan memenangkan pihaknya maka
dengan seketika menarik diri atau mengundurkan diri dari proses mediasi dan
berlanjut pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini juga
berhubungan dengan iktikad baik dari para pihak. Ketika salah satu pihak telah
menyatakan mundur maka proses mediasi sudah tidak mungkin lagi untuk
dilanjutkan, hal ini mengingat bahwa butir-butir kesepakatan yang lahir berasal
dari kedua belah pihak. Adapun mediator tidak memiliki kewenangan untuk
tetap melanjutkan proses mediasi.
5. Seringnya klien menyembunyikan informasi yang sebenarnya (berbohong).
Dalam pemeriksaan awal dari kuasa hukumnya, klien sering kali mengatakan
sesuatu yang berseberangan dari yang sebenarnya sehingga hal ini sangat
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membingunkan kuasa hukumnya sendiri. Walaupun dalam undang-undang,
seorang advokat tidak dapat dipidanakan atau diperdatakan berdasarkan kasus
yang ia tangani, namun hal ini berhubungan dengan integritas dan faktor hati
nurani dari advokat yang pada prinsipnya selalu berusaha menegakkan
supremasi hukum. Seringnya klien memberikan keterangan yang jauh dari
peristiwa yang sebenarnya atau adanya informasi yang disembunyikan padahal
informasi tersebut sangat penting merupakan salah satu hambatan atau kendala
dalam menyelesaikan sengketa sehingga tidak jarang kuasa hukum dibuat
kecewa oleh kliennya sendiri. Kuasa hukum merasa kecewa karena pada saat
melaksanakan tugas, maka pada saat itu pula integritas dan hati nurani seorang
advokat ikut dipertaruhkan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang diangkat dan dibahas dalam
penelitian tentang problematika upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi
yang diwakili oleh kuasa hukum ini sebagai berikut:
1. Mekanisme proses mediasi secara umum yang biasanya diikuti oleh kuasa
hukum dari YLBH Makassar dalam mewakili kliennya terbagi dalam dua (2)
bentuk yaitu proses mediasi di pengadilan dan proses mediasi di luar
pengadilan. Mediasi di pengadilan terbagi lagi ke dalam dua (2) tahap, yaitu
tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. pada tahap pra mediasi, para
pihak mendapatkan penjelasan dari hakim tentang mediasi dan diberikan
tawaran untuk memilih sendiri mediator. Selanjutnya pada saat pelaksanaan
mediasi, para pihak diwajibkan menyerahkan fotocopy dokumen serta berkas
lain yang terkait permasalahan yang terjadi, kemudian mediator lebih banyak
memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling tawar-
menawar butir kesepakatan. Pada tahap ini, mediator dituntut untuk berusaha
agar mediasi berjalan dengan lancar. Adapun mediasi yang dilakukan di luar
pengadilan terbagi ke dalam tiga (3) tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap
mediasi, dan tahap akhir mediasi. Pada tahap pra mediasi sebagaimana mediasi
di pengadilan para pihak memilih mediator untuk menjembatani mereka dalam
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proses mediasi, menjalin kesepakatan terkait penentuan waktu, tempat serta
biaya pelaksanaan mediasi. Kemudian pada tahap mediasi, para pihak
diarahkan oleh mediator untuk lebih banyak aktif serta saling tawar-menawar
solusi dan butir kesepakatan. Selanjutnya pada tahap akhir mediasi, apabila
mencapai kesepakatan maka butir-butir kesepakatan dituangkan ke dalam
bentuk tulisan kemudia ditandatangani oleh para pihak yang selanjutnya di
daftarakan ke Panitera Pengadilan untuk di buatakan Akta Perdamaian yang
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Hambatan atau kendala yang pada umumnya dihadapi oleh para kuasa hukum
di YLBH Makassar pada saat mewakili kliennya dalam proses mediasi di
antaranya adalah pesanan dari klien sendiri yang tidak menginginkan
sengketanyadiselesaikan melalui proses mediasi. Selain itu penunjukan
mediator yang tepat dan pas sesuai dengan sifat perkara sangat susah ditambah
lagi sulitnya menentukan waktu dan tempat yang cocok untuk proses mediasi.
Kemudian kurangnya komitmen dari para klien untuk berdamai serta adanya
klien yang suka menyembunyikan informasi yang sebenarnya merupakan
hambatan atau kendala lain yang biasanya ikut menyebabkan proses mediasi
gagal mencapai kesepakatan.
B. Implikasi Penelitian
Adapun yang menjadi implikasi dari penyelesaian skripsi ini adalah antara
seorang kuasa hukum dengan kliennya haruslah terjalin interaksi yang konkret dan
bermakna. Maksudnya bahwa dalam proses interaksi haruslah ada proses timbal
balik, saling percaya dan tuntas dalam sehingga masing-masing dapat memenuhi
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kewajiban dan memperoleh apa yang menjadi haknya. Selain itu diharapkan
penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kinerja bagi para praktisi hukum
khususnya kuasa hukum dalam menjalankan tugasnya mengingat profesi advokat
adalah termasuk officium nobileum. Selain itu, skripsi ini juga diharapakan
menambah wawasan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi
sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara damai, cepat dan murah
serta memberikan pemahaman tentang tugas yang diemban oleh seorang advokat.
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KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
PEMBUKAAN
Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan
kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap
anggotanya dalam menjalankan profesinya.
Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan
profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik,
memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian
Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan
Keterbukaan.
Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan
instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling
menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.
Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat
kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah
Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu
lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat
dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat
mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya
terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.
Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi
dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun
membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung
jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau
masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dengan:
a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-
undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum,
Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.
b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan
atau bantuan hukum dari Advokat.
c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum
sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan
Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi
profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan
kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak
menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang
dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa
Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.
BAB II
KEPRIBADIAN ADVOKAT
Pasal 2
Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan
kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam
melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar
Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.
Pasal 3
a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada
setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan
pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan
dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena
perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan
politik dan kedudukan sosialnya.
b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk
memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum,
Kebenaran dan Keadilan.
c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak
dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia
dalam Negara Hukum Indonesia.
d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman
sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas
permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat
merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi
terhormat (officium nobile).
h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua
pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan
Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk
berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan
atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu
perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.
BAB III
HUBUNGAN DENGAN KLIEN
Pasal 4
a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian
dengan jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan
klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang
ditanganinya akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan
kemampuan klien.
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak
perlu.
f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian
yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak
ada dasar hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang
diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia
itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya
pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu
akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien
yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih
harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-
kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan
kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan
menimbulkan kerugian kepentingan klien.
BAB IV
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT
Pasal 5
a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling
menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama
lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang
tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap
bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan
Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui
media massa atau cara lain.
d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari
teman sejawat.
e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya
dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian
kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk
memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat
yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat
dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan
memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.
BAB V
TENTANG SEJAWAT ASING
Pasal 6
Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode
Etik ini.
BAB VI
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA
Pasal 7
a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam
suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu
kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan
“Sans Prejudice “.
b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar
Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan
sebagai bukti dimuka pengadilan.
c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat
menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan,
dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad
informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut
wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat
menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi
yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa
penuntut umum dalam perkara pidana.
f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat
mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai
perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang
dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu
perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun
dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak
berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun
pidana.
h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan
mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK
Pasal 8
a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile),
dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di
pengadilan sejajar dengan Jaksan dan Hakim, yang dalam melaksanakan
profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode
Etik ini.
b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah
dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk
yang berlebih-lebihan.
c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat
yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat
mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat
atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk
memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak
berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada
klien dengan lisan atau dengan tulisan.
f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi
dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-
tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah
ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu
bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib
diperjuangkan oleh setiap Advokat.
g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya
apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara
penanganan perkara dengan kliennya.
h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera
dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau
menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja
selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.
BAB VIII
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 9
a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan
Kehormatan.
BAB IX
DEWAN KEHORMATAN
Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM
Pasal 10
1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara
pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat
pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada
tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat
organisasi dimana teradu sebagai anggota;
c. Pengadu/Teradu.
Bagian Kedua
PENGADUAN
Pasal 11
1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa
dirugikan, yaitu:
a. Klien.
b. Teman sejawat Advokat.
c. Pejabat Pemerintah.
d. Anggota Masyarakat.
e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana
Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan
Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal
yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang
dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran
terhadap Kode Etik Advokat.
Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 12
1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode
Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-
alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan
Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu
menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan
disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau
Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah,
maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan
itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan
Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat
meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang
untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan
Pimpinan Cabang/Daerah.
Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN
CABANG/DAERAH
Pasal 13
1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis
yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat
pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan
dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu
harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap
perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan
jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan
pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak
memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak
jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas
dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-
pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari
sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan
kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang
lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh
penasehat.
b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang
berlaku;
b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata
atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai
kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana
pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta
perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya
atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan
diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14
(empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara
patut.
b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir
tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat
mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan
berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa
alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang
teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.
Bagian Kelima
SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
Pasal 14
1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri
sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap
sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan
Anggota Majelis Kehormatan Ad-Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi
dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik
Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus
dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang
tertua.
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan
membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan
dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan
dalam sidang terbuka.
Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 15
(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-
surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan
mengambil Keputusan yang dapat berupa:
a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan
sanksisanksi kepada teradu;
c. Menolak pengaduan dari pengadu.
(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi
dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak
dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh
pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari,
tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang
bersangkutan.
(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat
catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang
apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut
dalam keputusan yang bersangkutan.
Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI
Pasal 16
1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa.
b. Peringatan keras.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik
Advokat dapat dikenakan sanksi:
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena
mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan
sanksi peringatan yang pernah diberikan.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat
pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati
ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa
peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan
pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta
martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi
sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus
diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka
pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk
waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam
daftar Advokat.
Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Pasal 17
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan
diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus
disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu;
b. Pengadu;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
e. Dewan Kehormatan Pusat;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai
kekuatan hukum yang pasti.
Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT
Pasal 18
1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding
atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya
wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima
salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang
bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui
surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-
lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori
Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra
Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara
dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut
diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan
Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan
keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri
sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah
ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan
Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi
dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik
Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan
untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia
berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam
berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan
dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas
biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan
pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat
persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh
Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk
pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.
Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 19
1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan
keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak
diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak
dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada
pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak
dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan
diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan
kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun
terbanding;
b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan
Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari
keanggotaan organisasi profesi.
Bagian Kesebelas
KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN
Pasal 20
Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur
tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal
yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan
Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap
anggota dari masing-masing organisasi.
BAB X
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN
Pasal 21
Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan
Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-
satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.
BAB XI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 22
1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia,
yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN),
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia
(IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat
Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan
berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia
tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi
tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi
tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal
11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan
lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan
membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang
struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini. Pasal 23 Perkara-
perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau
belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat
banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.
BAB XXII
PENUTUP
Pasal 24
Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang
Advokat.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2002
Oleh :
KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA
1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
Ttd. Ttd.
H. Sudjono, S.H. Otto Hasibuan, S.H. MM.
Ketua Umum                                                      Sekretaris Jenderal
2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
Ttd. Ttd.
Denny Kailimang, S.H. Teddy Soemantry, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
Ttd. Ttd.
H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E. Suherman Kartadinata, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
Ttd. Ttd.
Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua
5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
Ttd. Ttd.
Soemarjono S., S.H. Hafzan Taher, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
Ttd. Ttd.
Trimedya Panjaitan, S.H. Sugeng T. Santoso, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)
Ttd. Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe’i, S.H. Suhardi Somomoeljono, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
PERUBAHAN I
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama
Advokat Indonesia (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi
Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
(HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat &
Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII,
pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002
sehingga seluruhnya menjadi :
BAB XXII
PENUTUP
Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23
Mei 2002.
Ditanda-tangani di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2002
Oleh :
KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:
1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
Ttd. Ttd.
H. Sudjono, S.H. Otto Hasibuan, S.H. MM.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
Ttd. Ttd.
Denny Kailimang, S.H. Teddy Soemantry, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
Ttd. Ttd.
H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E. Suherman Kartadinata, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
Ttd. Ttd.
Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
Sekretaris/Caretaker Ketua Bendahara/Caretaker Ketua
5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
Ttd. Ttd.
Soemarjono S., S.H. Hafzan Taher, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
Ttd. Ttd.
Trimedya Panjaitan, S.H. Sugeng T. Santoso, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)
Ttd. Ttd.
H. A. Z. Arifien Syafe’i, S.H. Suhardi Somomoeljono, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
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Di pertengahan tahun 2011, penulis mendaftarkan diri di Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan memilih jurusan Peradilan Agama Fak. Syariah
dan Hukum. Penulis sering diberikan nasihat tentang kekuatan hadis “Man Jadda
Wajadah” yang artinya barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan
mendapatkannya. Kekhawatiran penulis sebelumnya yang merasakan tidak mampu
untuk membiayai kuliah itu ternyata tidaklah terbukti. Sebaliknya, dengan
pertolongan Allah swt. penulis mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi tempat
penulis menuntut ilmu sehingga dengan beasiswa inilah yang penulis gunakan hingga
akhirnya meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Peradilan Agama Fak.
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015.
Rasa syukur tak henti penulis ucapakan kepada Allah swt, karena diberikan
kesempatan untuk mengecap pendidikan mulai dari bangku TK sampai di Perguruan
Tinggi UIN Alauddin dan berharap dikemudian hari ilmu yang didapatkan baik dari
guru, dosen, maupun teman seperjuangan Jurusan Peradilan Agama dapat diamalkan
oleh penulis. Teruntuk kepada kedua orang tuaku beserta kakak-kakak dan adik-
adikku, terima kasih atas semua yang kalian berikan.
